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ABSTRAK 
Akbar Syarif Hidayatullah (B11113315) “Kepemilikan Tanah Pertanian 
Secara Latifundia”(dibimbing oleh Bapak Anwar Borahima Sebagai 
Pembimbing I dan Ibu Sri Susyanti Nur Sebagai Pembimbing II) 
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penggunaan 
kepadatan penduduk dalam hal penetapan kriteria wilayah dan batasan 
maksimum penguasaan tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 56 Prp Tahun 1960, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui peran 
aktif pemerintah dalam pelaksanaan aturan larangan kepemilikan tanah 
pertanian secara Latifundia serta Faktor-faktor yang menyebabkan 
kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia.  
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe normatif yang disertai 
dengan data empris,dimana penulis menelaah aturan pelaksanaan 
kemudian melakukan perbandingan dengan kondisi yang terjadi pada 
masyarakat. Data pendukung diperoleh melalui wawancara dan kuisioner 
terhadap sampel yang telah ditentukan oleh penulis. 
Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah penggunaan 
kepadatan penduduk dalam penetapan tipe wilayah dan luas maksimum 
penguasaan tanah tidak relvan untuk digunakan, mengingat pertumbuhan 
penduduk semakin pesat tidak disertai dengan peningkatan luas lahan 
pertanian.Faktor penyebab kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia 
adalah disebabkan oleh faktor regulasi, faktor pemerintah dan faktor 
masyarakat. Selain itu, peran aktif pemerintah khususnya dalam 
pelaksanaan aturan larangan kepemilikan tanah pertanian melebihi batas 
maksimum tidak dilaksanakan secara optimal.Demi pembaharuan system 
tanah di Indonesia khususnya larangan penguasaan tanah berlebih maka 
diperlukan adanya pembaharuan aturan dengan melihat kondisi 
masyarakat serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat sehingga 
pemberlakuan aturan dapat efektif dalam kurun waktu yang lama demi 
tercapainya amanat undang-undang yakni kesejahteraan masyarakat. 
Kata kunci: Relevansi, tanah pertanian, Latifundia, kesejahteraan 
masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Akbar Syarif Hidayatullah (B11113315) "Ownership of agricultural 
land in Latifundia” (guided by Mr. Anwar Borahima as First Advisor 
and Sri Susyanti Nur As Second Advisor.  
  The aim of this research is to comprehend the relevance of 
population density in terms of determining the criteria of territory and the 
maximum limit of agricultural land tenure under Law Number 56 Prp Year 
1960, the other purpose is to find out the active role of government in 
implementing Latifundia agricultural land ownership restrictions as well as 
other factors that lead to the ownership of agricultural land by Latifundia. 
The type of research used the normative type which is accompanied 
by emprical data, where the authors review the rules of implementation 
and then make comparisons with conditions that occur in society. The 
supporting data is obtained through interviews and questionnaires on 
samples that have been determined by the author. 
The results of the research that the authors obtain the use of 
population density in the determination of the type of area and the 
maximum area of land tenure is not relevant for use, considering the rapid 
population growth is not accompanied by increasing in agricultural land 
area. Factors cause Latifundia agricultural land ownership is caused by 
regulatory factors, government factors and society factors. In addition, the 
active role of the government especially in the implementation of the rule of 
prohibition of agricultural land ownership exceeds the maximum limit is not 
implemented optimally. In the renewal of the land system in Indonesia, 
especially the prohibition of over land tenure, it is necessary to update the 
rules by looking at the condition of society and adjusting the needs of the 
society so that the enforcement of the rules can effective in a long time for 
the achievement of the mandate of the law that is the welfare of society. 
Keywords: Relevance, Agricultural land, Latifundia, Society welfare. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia adalah Negara yang bergelar Negara Agraris. Tentu 
melalui gelar tersebut, perspektif masyarakat baik nasional maupun  
internasioanal melihat sumber daya yang dimiliki Indonesia sangatlah 
melimpah, khususnya pada sumber daya hayati. Jika ditinjau dari sumber 
daya alam yang dimiliki, maka dapat dikatakan Indonesia merupakan 
Negara penghasil sumber daya alam yang beraneka ragam. Hal tersebut 
yang mendorong sebagian besar masyarakat Indonesia bermata 
pencaharian pada bidang pertanian. 
Jika berbicara tentang Pertanian, maka salah satu yang menjadi 
faktor penunjang adalah tanah. Tanah merupakan wadah atau tempat 
untuk menghasilkan, mengembangkan, maupun mengelola Sumber Daya 
Alam yang dihasilkan di Indonesia. Membicarakan tanah berati pula 
membicarakan sesuatu hal yang sangat kompleks, sebab tanah bukan 
saja menjadi wadah bagi pengelolaan sumber daya, namun juga 
mencakup hal yang lebih luas yakni merupakan faktor produksi utama 
pembangunan. Untuk menyikapi kompleksnya ruang cakupan pertanahan, 
maka keberadaan tanah di Indonesia perlu untuk diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
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Dalam sistem hukum Indonesia setelah kemerdekaan, yang 
menjadi dasar pengaturan terhadap tanah adalah Pasal 33 ayat 3 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada 
intinya menegaskan mengenai pengelolaan “bumi, air, dan kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Untuk merealisasikan Pasal 
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka ditetapkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria yang selanjutnya ditulis UUPA. Dalam UUPA terdapat 9 asas 
hukum agraria, yang terdiri dari Asas Kebangsaan (Pasal 1), Asas Hak 
Menguasai Negara (Pasal 2), Asas Pengakuan Hak Ulayat (Pasal 3), 
Asas Hukum Agraria Nasional Berdasar Hukum  Adat (Pasal 5), Asas 
Fungsi Sosial (Pasal 6), Asas Landreform (Pasal 7,10 dan 17), Asas Tata 
Guna Tanah (Pasal 13, 14 dan 15), Asas Kepentingan Umum (Pasal 18), 
serta Asas Pendaftaran Tanah (Pasal 19)1. Dari berberapa asas tesebut, 
terdapat asas yang berkaitan dengan Kepemilikan tanah pertanian secara  
Latifundia yakni Asas fungsi sosial dan Asas Landreform. 
Perlindungan terhadap tanah pertanian diatur lebih lanjut dalam 
UUPA Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 17. Pengaturan tentang 
pemilikan tanah pertanian dalam UUPA dapat dikelompokkan menjadi dua 
bagian yaitu Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 7 dengan Pasal 17 UUPA. 
Bagian pertama yaitu Pasal 10 ayat (1) UUPA menentukan bahwa: 
                                                          
1   Bachsan Mustafa, Hukum Agraria Dalam Persrpektif, Remadja Karya CV. Bandung. 1985, Hal 
17-25 
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“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah 
pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya 
sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.  
Bagian kedua yaitu Pasal 7 UUPA menentukan bahwa pemilikan 
dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Untuk 
menghindari praktek tuan tanah dan menjamin kemakmuran rakyat perlu 
diatur batas maksimum pemilikan tanah. Pasal 17 ayat UUPA 
menentukan bahwa: “tanah yang merupakan kelebihan batas maksimum 
diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, selanjutnya dibagikan 
kepada rakyat yang membutuhkan. Kelebihan luas maksimum perlu diatur 
agar tercapainya pemerataan pemilikan tanah oleh masyarakat”. Pasal 10 
ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Perundang-Undangan, Sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA 
telah diundangkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang 
Penetapan Luas Tanah Pertanian. Untuk melaksanakan redistribusi tanah 
sebagaimana diamanatkan Pasal 17 (3) UUPA  jo Undang-Undang Nomor 
56 Prp Tahun 1960 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No 
224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian 
Ganti Kerugian. Peraturan Pemerintah ini kemudian telah diubah dan 
ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.  
Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 menentukan bahwa: “barang 
siapa sesudah mulai berlakunya peraturan ini memperoleh tanah 
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pertanian, hingga tanah pertanian yang dikuasai olehnya dan anggota-
anggota keluarganya berjumlah lebih dari luas maksimum, wajib berusaha 
supaya paling lambat 1 tahun sejak diperolehnya tanah tersebut jumlah 
tanah pertanian yang dikuasai itu luasnya tidak melebihi luas maksimum”. 
Berdasarkan ketetapan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp 
Tahun 60 tepatnya pada Pasal 1 ayat 2 mengatur tentang batas 
maksimum kepemilikan tanah, dengan isi Pasal sebagai berikut:  
 
“Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor 
lainnya, maka luas maksimum ditetapkan adalah jika di daerah tidak padat 
maka batas maksimumnya yaitu 15 hektar pada persawahan dan 20 
hektar pada tanah kering, di daerah kurang padat batas maksimumnya 
yaitu 10 hektar pada persawahan dan 12 hektar pada tanah kerin, di 
daerah cukup padat batas maksimumnya yaitu 7.5 hektar pada 
persawahan dan 9 hektar pada tanah kering, di daerah sangat padat 
batas maksimumnya yaitu 5 hektar pada persawahan dan 6 hektar pada 
tanah kering. Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah 
dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas 
sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering 
sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat 
dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah 
pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar. 
Selanjutnya dalam Daftar Lampiran Undang-undang Nomor 56 Prp 
Tahun 1960 terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria 
daerah dengan menggunakan kepadatan penduduk, kriteria Kepadatan 
penduduk tiap kilometer persegi untuk menentukan penguasaan tanah 
pertanian ditiap daerah yaitu: untuk kepadatan sampai 50 orang/Km2 
tergolong daerah tidak padat, untuk 51 sampai 250 orang/Km2 tergolong 
daerah kurang padat, untuk 251 sampai 400 orang/Km2 tergolong daerah 
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cukup padat, dan untuk 401 orang/Km2 keatas tergolong daerah yang 
sangat padat. 
Penetapan luas maksimum tiap-tiap daerah ditetetapkan dengan 
cara memperhatikan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai 
berikut: 1) Tersedianya tanah yang masih dapat dibagi-bagi; 2) Kepadatan 
penduduk; 3) Jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara 
sawah dan tanah-tanah kering, diperhatikan apakah ada pengairan yang 
teratur atau tidak); 4) Besarnya usaha tani yang sebak-baiknya (“The best 
frame size”) menurut kemampuan suatu keluarga, dengan mengerjakan 
beberapa buruh tani; serta 5) tingkat kemajuan teknik pertanian sekarang 
ini. Dengan ditetapkannya batasan maksimum pemilikan tanah, 
memberikan dasar hukum terhadap larangan penguasaan tanah pertanian 
secara Latifundia. 
Dengan pemberian batasan penguasaan secara jelas dan 
berdasarkan faktor-faktor sebagaimana yang dijelaskan di atas, akan 
berdampak langsung pada pelaksanaan dan penegakan aturan. Sebagai 
bentuk keseriusan Pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan 
rakyat melalui sektor pertanian, pada era pemerintahan Presiden Joko 
Widodo-Jusuf Kalla mencanangkan reformasi agraria sebagai bagian dari 
program Nawacita (9 pokok program kerja), bentuk langkah pasti 
Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengelua rkan Peraturan 
Menteri Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah 
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Pertanian. Peraturan Menteri tersebut merupakan aturan yang mengatur 
lebih lanjut ketentuan yang termuat dalam UU No.  5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Serta UU No. 56 Prp Tahun 1960 
Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pengaturan luas maksimum 
penguasaan tanah pertanian terdapat pada Pasal 3 ayat (3) yang 
membagi penguasaan kepemilikan tanah pertanian ke dalam 4 bagian, 
yakni: a. Tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar; b. Kurang padat, 
paling luas 12 (dua belas) hektar; c. Cukup padat, paling luas 9 
(Sembilan) hektar; dan d. Sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar. 
Selain itu, melalui Peraturan menteri Nomor 18 tahun 2016 juga 
ditegaskan tugas Kepala Pertanahan Untuk melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan aturan serta hasil pengaasan disampaikan kepada 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional 
setiap 6 (enam) bulan sekali. 
Berdasarkan penjelasan tersebut sudah sangat jelas kiranya bahwa 
tujuan Pemerintah di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan 
dan taraf hidup para petani, terutama petani kecil dan petani penggarap 
tanah sebagai landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan 
pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila.2 
                                                          
2  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang_undang 
Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta,2008.hal.367 kutipan dari 
“Hasil Keputusan-Keputusan Rapat Kerja Direktorat Jendral Agraria Deprtemen Dalam 
Negeri-Publikasi No. 10 departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Hal.54”. 
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Akan tetapi, tujuan mulia yang ingin dicapai melalui pembaharuan 
peraturan tersebut sangat bertentangan dengan kondisi masyarakat pada 
saat ini. Sebagai gambaran kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia  
khususnya di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, penulis telah 
melakukan penelitian langsung pada lokasi dan telah mendapatkan hasil 
bahwasanya kepemilkan tanah pertanian secara Latifundia masih tetap 
dilakukan, meskipun telah ada aturan yang tidak memperbolehkan 
kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia.  
 Dengan melihat tujuan UU Nomor 56 Prp tahun 1960 dan 
membandingkan dengan tingkat kesejahtraan petani (khususnya di 
Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone) yang belum mencapai taraf 
sejahtera, maka penulis beranggapan bahwa ada yeng tidak maksimal 
dalam hal pelaksanaan aturan. Apakah terdapat kekeliruan dalam 
pembuatan aturan, ataukah pemerintah sebagai pelaksana penegakan 
aturan yang tidak secara maksimal dalam hal pelaksanaan tugasnya. 
Serta apakah masyarakat pada umumnya telah mengetahui tentang 
adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia. Ini 
kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk menjadikan kepemilikan tanah 
pertanian secara Latifundia sebagai objek untuk diteliti. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan tersebut, penulis 
merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 
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a. Apakah penggunaan ukuran kepadatan penduduk sebagai ukuran 
perbandingan terhadap Penetapan Kriteria wilayah dan batas luas 
maksimum penguasaan tanah pertanian masih relevan untuk 
digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 
1960? 
b. Bagaimana peran aktif pemerintah dalam pelaksanaan aturan 
larangan kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia? 
c. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan aturan 
mengenai larangan kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia? 
d. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kepemilikan tanah 
pertanian secara Latifundia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian adalah: 
a. Untuk mengetahui relevansi penggunaan ukuran kepadatan 
penduduk sebagai ukuran perbandingan terhadap Penetapan 
kriterian wilayah dan batas luas maksimum penguasaan tanah 
pertanian secara Latifundia  berdasarkan Undang-Undang Nomor 
56 Prp Tahun 1960. 
b. Untuk mengetahui peran aktif pemerintah terhadap penerapan 
aturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia. 
c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap penerapan 
aturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia. 
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d. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kepemilikan 
tanah pertanian secara Latifundia. 
 
D. Manfaat Penulisan 
Selain tujuan sebagaimana yang penulis kemukakan terlebih dahulu di 
atas, melalui penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan 
manfaat. Adapun manfaat yang penulis harapkan dengan adanya 
penulisan ini antara lain sebagai berikut: 
1. Segi akademis: 
a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai 
pengantar dalam memahami ketentuan kepemilikan tanah 
pertanian secara Latifundia; 
b. Hasil penulisan ini dapat menambah pembendaharaan 
kepustakaan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi 
penulisan selanjutnya. 
c. Produk keluaran yang diharapkan dengan adanya proposal 
skripsi ini adalah agar sekiranya terdapat literature untuk 
pemerintah yang bersifat normatif-empirik yang menjelaskan 
tentang kepemilikan tanah pertanian secara  Latifundia. 
Sehingga dalam pengaturan/ perubahan aturan kedepannya 
dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam 
perumusan aturan mengenai kepemilikan tanah pertanian 
secara  Latifundia. 
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2. Segi praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran yang berarti bagi ilmu hukum khususnya hukum 
pertanahan serta bentuk sosialisasi nyata kepada masyarakat 
mengenai larangan kepemilikan tanaha pertanian secara  
Latifundia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Mengenai Hak Atas Tanah 
Pengaturan tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok 
Agraria di Indonesia terbagi ke dalam dualisme hukum agraria, yakni 
hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Dualisme hukum agraria 
tersebut baru berakhir setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria 
yakni sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak itu untuk seluruh 
wilayah Republik Indonesia hanya ada satu hukum agraria, yaitu hukum 
agraria berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga UUPA. 
Unifikasi hukum tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria 
berupaya melembagakan hak-hak atas tanah yang baru yang kemudian 
diikuti dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan 
baru. Hasilnya, hak-hak atas tanah yang baru dapat dibuat dalam hierarki 
yang berjenjang. 
Secara hierarki, hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum 
tanah nasional (UUPA) dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah, sebagai yang disebut dalam 
Pasal 1 UUPA, merupakan hak penguasaan atas tanah yang 
tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara, yang 
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merupakan tanah bersama. Hak bangsa Indonesia atas tanah 
mempunya sifat komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tanah bersama 
masyarakat Indonesia. Hak bangsa mengandung unsur, yaitu unsur 
kepunyaan dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur dan 
memimpin penguasaan penggunaan dan penggunaan tanah 
bersama yang dipunyainya. Hak bangsa atas tanah tersebut bukan 
hak pemilikan dalam pengertian yuridis. Dalam hak bangsa ada hak 
milik perorangan atas tanah. Tugas kewenangan untuk mengatur 
penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama tersebut 
pelaksanaannya dilimpahkan kepada Negara.3 
2. Hak menguasai dari Negara atas tanah sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan hak penguasaan 
atas tanah sebagai penugasan pelaksanaan hak bangsa yang 
termasuk bidang hukum publik, meliputi semua tanah bersama 
bangsa Indonesia. 
Isi wewenang hak meguasai dari Negara atau tanah  sebagaimana 
yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan, dan pemeliharaan tanah; termasuk dalam 
wewenang ini, adalah: 
                                                          
33 Ibid.Boedi Harsono, hal. 266. 
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1. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, 
peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai 
keperluan;4 
2. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk 
memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan 
tanah dan mencegah kerusakannya;5  
3. Mewajibkan kepada pemegang hak tanah (pertanian) 
untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri 
secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.6 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan tanah. Termasuk wewenang ini 
adalah: 
1. Menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan 
kepada warga Negara Indonesia baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada 
badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat 
diberikan kepada warga Negara asing;7 
2. Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan 
jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau 
dikuasai oleh seseorang atau badan hukum.8 
                                                          
4  Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria  Pasal 14 Jo. UU No. 24 tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang. 
5  Ibid.Pasal 15  
6  Ibid.Pasal 10 
7  Aminuddin sale dkk, Hukum Agraria.Aspublishing, Makassar, 2008.hal. 98 
8  Ibid.hal.99 
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c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan pembuatan hukum yang mengenai 
tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah: 
1. Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Republik Indonesia; 
2. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah; 
3. Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan 
baik yang bersifat perdata maupun tata usaha Negara, 
dengan mengutamakan cara musyawarah untuk 
mencapai kesepakatan.9 
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, 
yaitu “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 
Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa 
itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 
kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga 
kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas 
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”. 
Yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat 
adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat 
hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam 
                                                          
9Ibid. 
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lingkungan wilayahnya.10 untuk mengambil manfaat dari sember 
daya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi 
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan 
secara lahiria dan batinia secara turuntemurun dan tidak terputus 
antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang 
bersangkutan. 
4. Hak perorangan yang memberikan kewenangan untuk memakai, 
dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat 
tertentu dari suatu bidang tanah tertentu, yang terdiri dari :  
a. Hak atas tanah, berupa hak milik, hak guna bangunan, hak 
guna usaha, hak pakai,  hak milik atas satuan rumah susun, 
hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil 
hutan yang ketentuan pokoknya terdapat dalam UUPA, serta 
hak lain dalam hukum adat setempat, yang merupakan hak 
penguasaan atas tanah untuk dapat memberikan 
kewenangan kepada pemegang haknya, agar dapat 
memakai suatu bidang tanah tertentu yang dihaki dalam 
memenuhi kebutuhan pribadi atau usahanya 11 
b. Hak atas tanah wakaf, yang merupakan penguasaan atas 
suatu bidang tanah tertentu, bekas hak milik (wakaf) yang 
oleh pemiliknya dipisahkan dari harta kekayaannya dan 
                                                          
10 Op.cit.Boedi Harsono. hal.280 
11 Ibid.Boedi Harsono. hal.283 
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melembagalan selama-lamanya untuk kepentingan 
peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran 
agama islam (Pasal 49 UUPA jo Pasal 1 PP No. 28 tahun 
1977). 
c. Hak tanggungan, sebagai satu-satunya lembaga jaminan 
hak atas tanah dalam hukum tanah nasional, merupakan 
hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan 
kepada kreditor tertentu untuk menjual lelang bidang tanah 
tertentu yang dijadikan jaminan bagi pelunasan piutang 
tertentu dalam hal debitor cidera janji dan mengambil 
pelunasan dari hasil penjualan tersebut, dengan hak 
mendahului dari hak-hak kreditor yang lain (rechts prevelijk)  
(Pasal 57 UUPA jo Pasal 1 UU No. 4 tahun 1996). 
B. Landreform di Indonesia 
1. Pengertian Landreform 
Secara harfiah istilah Landreform berasal dari bahasa inggris yang 
terdiri dari kata “ land “ yang berarti  tanah dan kata “reform” yang berarti 
perombakan. Landreform dalam arti sempit merupakan serangkaian 
tindakan dalam rangka Agrarian Reform Indonesia. Ladreform  meliputi 
perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-
hubungan hukum yang berangkutan dengan pengusahaan tanah.12 
Pengertian Landreform dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 
                                                          
12 ibid. Hal.364 
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Tahun 1960 dan Undang-Undang No.56 Prp 1960 adalah pengertian 
dalam arti luas sesuai dengan pengertian menurut rumusan FAO ialah 
Landreform adalah  program/tindakan yang bertujuan untuk 
menghilangkan penghalang-penghalang di bidang ekonomi sosial yang 
timbul dari kekurangan-kekurangan yang terdapat  dalam struktur 
pertanahan. Adapun tujuan Landreform di Indonesia adalah:13 
a) Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan 
rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada 
pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur 
pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisir 
keadilan sosial; 
b) Untuk melaksanakan prinsip: tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi 
tanah sebagai obyek spekulasi dan objek pemerasan; 
c) Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi 
setiap warga Negara Indonesia. 
d) Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan 
dan penguasaan tanah secara besar-besaran dan tidak terbatas 
dengan menyelenggarakan batas maksimal dan batas minimal 
untuk setiap keluarga. 
e) Untuk memperingati produksi nasional dan mendorong 
terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong 
untuk mencapai kesejahtraan yang merata dan adil, dibarengi 
                                                          
13 Ibid. Hal.365 
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dengan sistem pengkreditan yang khusus ditujukan kepada 
golongan tani. 
2. Dasar Hukum Landreform 
Dalam melaksanakan program Landreform pemerintah 
mempunyai dasar-dasar hukum  yaitu : 
a) Pancasila 
Konsep keadilan sebagaimana yang dijelaskan oleh 
aristoteles dan para pemikir sesudahnya, demikian juga konsep 
keadilan sosial yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila, memang 
tidak mudah untuk di pahami, terlebih bila harus dihadapkan pada 
kasus yang konkrit. Bagi Indonesia sesuai dengan falsafah 
Pancasila maka paling tepat kiranya untuk menerapkan asas 
keadilan sosial. Keadilan itu sendiri bersifat universal. Jauh di 
dalam lubuk hati setiap orang ada kesepakatan tentang sesuatu 
yang dipandang sebagai adil dan tidak adil itu. Dalam pengertian 
keadilan, pada umumnya diberi arti sebagai keadilan membagi  
kepada setiap orang diberikan bagian atau haknya sesuai dengan 
kemampuan atau jasa dan kebutuhan masing-masing. Namun 
perlu dipahami bahwa keadilan itu bukanlah hal yang statis, akan 
tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan senantiasa 
bergerak di antara berbagai faktor termasuk persamaan hak itu 
sendiri. 
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b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 
Secara Konstitusional pengaturan masalah perekonomian di 
dalamnya termasuk ekonomi sumber daya alam di Indonesia telah 
diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 33 
UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut : 
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 
atas asas kekeluargaan. 
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
3. Bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. 
4. Perekonomian nasional diselenggarakan  berdasarkan atas 
demokrasi  ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi nasional. 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur 
dalam undang-undang. 
c) Landreform Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 
Sebagaimana yang disinggung dimuka , Pasal 33 ayat 3 
UUD 1945 itu telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat 2 dan 
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3 Undang-undang Nomor  5 tahun 1960 (UUPA) , terutama tentang 
pengertian “dikuasai negara” yaitu memberi wewenang kepada 
negara untuk : 
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan luar angkasa 
tersebut. 
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 
4. Sementara wewenang tersebut harus digunakan untuk 
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti 
kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam hukum 
Indonesia yang  merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Payung 
bagi pelaksanaan Landreform di Indonesia adalah Undang-
Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-
Undang Perjanjian Bagi Hasil  Nomor 2 Tahun 1960. Dengan 
lahirnya UUPA maka  UUPA menempati posisi yang strategis 
dalam sistem hukum  nasional Indonesia, karena UUPA 
mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk 
menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang 
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berperikemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut 
dicerminkan oleh : 
a) Tanah dalam tataran paling tinggi dikuasai oleh negara dan 
digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
b) Pemilikan atau penguasaan tanah yang berkelebihan tidak 
dibenarkan. 
c) Tanah bukanlah komoditas ekonomi biasa oleh karena itu 
tanah tidak boleh diperdagangkan semata-mata untuk 
mencari keuntungan. 
d) Setiap warga negara yang memiliki atau menguasai tanah 
diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan 
memelihara sesuai dengan asas kelestarian kualitas 
lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam. 
e)  Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 
d)  Beberapa Ketentuan Pelaksanaan Landreform 
Jika menelusuri beberapa ketentuan  lain dari UUPA, maka 
akan dijumpai beberapa peraturan yang lain  jika dipelajari secara 
mendalam sesungguhnya adalah ketentuan Landreform. 
1) UU No 56 Prp 1960 tentang penetapan luas tanah 
pertanian.  Undang-Undang ini merupakan dari ketentuan Pasal 
7 dan 17 UUPA. UU ini mengatur tiga masalah pokok yaitu 
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penetapan luas maksimum penguasaan tanah dan luas 
minimum tanah pertanian. 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 yang telah di 
ubah dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964 tentang 
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian ganti kerugian. 
3) UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. 
4) Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 yang telah diubah 
dengan Peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. 
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 1974 tentang 
Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform. 
6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 Tahun 2016 
Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. 
C. Tanah Pertanian 
a. Pengertian Tanah Pertanian 
Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 
9/ 1/ 12 tentang Pengertian Tanah Pertanian angka 5 huruf (b) 
menjelaskna bahwa yang dimaksud dengan tanah pertanian adalah 
juga semua tanah perkebunan tanah untuk perikanan, tanah untuk 
penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan 
yang menjadi tempat pencaharian bagi yang berhak. Pada 
umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak 
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orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas 
sebidang tanah berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka 
pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian 
yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah 
pertanian.14 Kemudian diperluas dengan tanah-tanah usaha (bukan 
kongsi) didalam areal/persil eks tanah partikelir dan eks engindom 
yang luasnya melebihi 10 bouw. Berdasarkan Undang-Undang No. 
1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Pertikelir, 
dijelaskan bahwa tanah pertanian adalah semua tanah yang 
menjadi hak orang/badan hukum dan pemerintah, selain tanah 
untuk perumahan dan bangunan.15  
b. Jenis-Jenis Tanah Pertanian 
Jenis-jenis tanah pertanian berdasarkan instruksi bersama 
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria 
tanggal 5 Januari 1961 No. sekra 9/1/12, yaitu: 
1. Tanah Kering, terbagi atas: 
a) Tanah perkebunan; 
b) Tambak untuk perikanan; 
c) Tanah tempat pengembalaan ternak; 
d) Hutan yang menjadi tempat mata pencaharian yang berhak 
2. Tanah basah yakni meliputi sawah 
                                                          
14 Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Instruksi bersama Menteri 
Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 
9/1/2. 
15 Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria hal 247 
24 
 
 Adapun klasifikasi daya kemampuan tanah pertanian dapat 
dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Yakni, kelompok tanah pertanian 
yang dapat didayagunakan sebagai tanah pertanian dan kelompok tanah 
yang tidak dapat didayagunakan sebagai tanah pertanian.16 
1. Kelompok tanah pertanian yang dapat didayagunakan sebagai tanah 
pertanian, terdiri atas: 
a. Kelas I. Tanah kelas I sesuai untuk segala jenis penggunaan 
pertanian tanpa memerlukan tindakan pengawetan tanah yang 
khusus. Tanahnya datar, dalam, bertekstur halus dan sedang, 
mudah diolah dan responsif terhadap pemupukan. Tanah kelas I 
tidak mempunyai penghambat atau ancaman kerusakan dan oleh 
karenanya dapat digarap untuk usaha tani tanaman semusim 
dengan aman. Tindakan pemupukan dan usaha-usaha 
pemeliharaan struktur yang baik diperlukan untuk menjaga 
kesuburannya dan mempertinggi produktivitas. 
b. Kelas II. Tanah kelas II sesuai untuk segala jenis penggunaan 
pertanian dengan sedikit hambatan dan ancaman kerusakan. 
Tanahnya berlereng landai, ke dalamannya dalam atau bertekstur 
halus sampai agak halus. Jika digarap untuk usaha pertanian 
semusim diperlukan tindakan pengawetan tanah yang ringan 
                                                          
16 http://riskyridhaagriculture.blogspot.co.id/2011/12/klasifikasi-kemampuan-tanah.html diakses 
pada tanggal 11 Januari 2017  
 
 
25 
 
seperti pengolahan menurut kontur, pergiliran tanaman dengan 
tanaman penutup tanah atau pupuk hijau, atau guludan, di samping 
tindakan-tindakan pemupukan seperti pada kelas I. 
c. Kelas III. Tanah kelas III sesuai untuk segala jenis penggunaan 
pertanian dengan hambatan dan ancaman kerusakan yang lebih 
besar dari tanah kelas II sehingga memerlukan tindakan 
pengawetan khusus. Tanah kelas III terletak pada lereng agak 
miring, atau berdrainase buruk, ke dalamannya sedang, atau 
permeabilitasnya agak cepat. Tindakan pengawetan tanah khusus 
seperti penanaman dalam strip, pembuatan teras, pergiliran 
dengan tanaman penutup tanah di mana waktu untuk tanaman 
tersebut lebih lama, disamping tindakan-tindakan untuk memelihara 
atau meningkatkan kesuburan tanah. 
d. Kelas IV. Tanah kelas IV sesuai untuk segala jenis penggunaan 
pertanian dengan hambatan dan ancaman kerusakan yang lebih 
besar dari tanah kelas III, sehingga memerlukan tindakan khusus 
pengawetan tanah yang lebih berat dan lebih terbatas waktu 
penggunaannya untuk tanaman semusim. Tanah kelas IV terletak 
pada lereng yang miring (15-30 %) atau berdrainase buruk atau ke 
dalamannya dangkal. Jika dipergunakan untuk tanaman semusim 
diperlukan pembuatan drainase atau pergiliran dengan tanaman 
penutup tanah/makanan ternak/pupuk hijau selama 3 – 5 tahun. 
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2. Kelompok tanah yang tidak dapat didayagunakan sebagai tanah 
pertanian terdiri atas: 
a. Kelas V. Tanah kelas V tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman 
semusim, tetapi lebih sesuai untuk ditanami tanaman makanan 
ternak secara permanen atau dihutankan. Tanah kelas V terletak 
pada tempat yang datar atau agak cekung sehingga selalu 
tergenang air atau terlalu banyak batu diatas permukaannya atau 
terdapat liat masam (cat clay) di dekat atau pada daerah 
perakarannya. 
b. Tanah kelas VI. Tanah kelas VI tidak sesuai untuk digarap bagi 
usaha tani tanaman semusim, disebabkan karena terletak pada 
lereng yang agak curam (30 – 45 %) sehingga mudah tererosi, atau 
ke dalamannya yang sangat dangkal atau telah mengalami erosi 
berat. Tanah ini lebih sesuai untuk padang rumput atau dihutankan. 
Jika digarap untuk usaha tanam tanaman semusim diperlukan 
pembuatan terras tangga/bangku. Penggunaannya untuk padang 
rumput harus dijaga agar rumputnya selalu menutup dengan baik. 
Penebangan kayu, jika dihutankan harus selektif. 
c. Kelas VII. Tanah kelas VII sama sekali tidak sesuai untuk digarap 
bagi usaha tani tanaman semusim, tetapi lebih baik untuk ditanami 
vegetasi permanen. Jika digunakan untuk padang rumput atau 
hutan maka pengambilan rumput atau pengembalaan atau 
penebangan harus dilakukan dengan hati-hati. Tanah kelas VII 
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terletak pada lereng yang curam (45 – 65 %) dan tanahnya 
dangkal, atau telah mengalami erosi yang sangat berat. 
d. Kelas VIII. Tanah kelas VIII tidak sesuai untuk usaha produksi 
pertanian, dan harus dibiarkan pada keadaan alami atau di bawah 
vegetasi alam. Tanah ini dapat dipergunakan untuk cagar alam, 
daerah rekreasi atau hutan lindung. Tanah kelas VIII adalah tanah-
tanah yang belereng sangat curam atau lebih dari 90 % permukaan 
tanah ditutupi batuan lepas atau batuan ungkapan, atau tanah yang 
bertekstur kasar.17 
 
D. Batas Maksimum Penguasaan Tanah  
Tanah merupakan kebutuhan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka 
dari itu keberadaan dan penguasaannya di Indonesia perlu ditetapkan 
batas minimum maupum batas minimumnya. Atas dasar pemikiran 
tersebut serta sejalan dengan isi Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA maka dirasa 
perlu untuk membembuat suatu peraturan perundang-undangan sebagai 
aturan teknis pelaksanaan dari Pasal 7 dan Pasal 17 tersebut. Tepat pada 
tanggal 29 desember 1960 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No. 56 tahun 1960 yang mulai berlaku pada 
tanggal 1 Januari 1961. 
                                                          
17 Ibid. 
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Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 merupakan Undang-
undang Landreform Indonesia. Ada tiga hal pokok yang menjadi fokus 
kajian dalam UU tersebut, yaitu:18 
1. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah 
pertanian; 
2. Penetapan luas maksimum pemilikan tanah pertanian dan larangan 
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan 
pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang 
terlampau kecil; 
3. Soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang 
digadaikan. 
Disamping adanya larangan memiliki tanah secara Latifundia 
(penguasaan secara berlebih), juga ditetapkan agar setiap orang dapat 
memiliki tanah yaitu dengan menetapkan batas penguasaan minimum 
pemilikan tanah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang dalam 
Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria yang mengatur: 
1. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai 
tujuan yang dimaksuddalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum 
dan/atau minimum tanah yang bileh dipunyai dengan suatu hak 
tersebut dalam Pasal 15 oleh suatu keluarga atau badan hukum. 
2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 Pasal ini 
dilakukan dengan peraturan perundangan dalam waktu yang 
singkat. 
                                                          
18 Op.cit.Boedi Harsono. Hal. 370 
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3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum 
termaksud dalam ayat 2 Pasal ini diambil oleh pemerintah  dengan 
ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang 
membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan 
pemerintah. 
4. Tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 Pasal ini, yang 
akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan 
secara berangsur-angsur. 
 
Keempat pertimbangan tersebut jugalah yang menjadi dasar 
pertimbangan dikeluarkannya peraturan pemerintah  Pengganti Undang-
undang Nomor 56 tahun 1960 yang kemudian seiring dengan 
pelaksanaannya ditetapkan menjadi Undang-undang Undang-Undang 
Nomor 56 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 no. 174). 
 Untuk mengetahui apakah penguasaan tanah seseorang melebihi 
batas maksimum (Latifundia) atau tidak, bukan hanya dilakukan pada 
tanah yang dikuasai secara hak milik, tetapi juga termasuk pada tanah 
pertanian yang dikuasai, baik dikuasai dalam hubungan gadai, sewa (jual 
tahunan). Selain itu pengukuran tanah juga dilakukan terhadap tanah 
yang tidak berada pada lokasi yang sama dengan pemilik tanah. Adapun 
terkait dengan penetapan luas maksimum, dilakukan dengan dasar 
keluarga. Dalam artian penentuan jumlah tanah yang dikuasai secara 
kolektif dalam suatu keluarga. 
Sejalan dengan penjelasan di atas, maka telah ditentukan dalam 
Pasal 1 ayat 1 bahwa sesorang atau orang-orangdalam penghidupannnya 
merupakan suatu keluarga, bersama-sama hanya diperbolehkan 
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menguasai tanah-tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan 
orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan rang lain yang 
jumlah luasnya tidak melebihi maksimum yang disebut dalam tabel di 
bawah ini:   
Tabel 1. Luas Maksimum Penguasaan Tanah Pertanian Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.  
No. Di Daerah-daerah yang: Sawah   
(hektar) 
Tanah kering 
(hektar) 
1. Tidak padat 15 20 
2. Padat:   
 Kurang padat 10 12 
 Cukup padat 7,5 9 
 Sangat padat 5 6 
Sumber: Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 
 Dengan memakai dasar ketentuan tersebut yang mengacu pada 
Keputusan Menteri Agraria tanggal 31 Desember 1960 No. 
Sk/978/Ka/1960. Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa penegasan 
tersebut didasarkan pada angka-angka resmi tentang kepadatan 
penduduk yang ada pada pemerintah pada waktu itu dan dengan 
memperhatikan keadaan sosial ekonomi daerah-daerah yang 
bersangkutan. 
 Semua Kotapraja ditetapkan sebagai daerah yang sangat padat, 
karena pada umumnya keadaan memang demikian. Perekonomian kota 
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harus diarahkan pada berkembangnya industri dan bukan kepada usaha 
pertanian. Tanah- tanah yang dikuasai dengan hak guna usaha atau hak-
hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang diperoleh dari 
pemerintah serta tanah-tanah pertanian yang dikuasai oleh badan-badan 
hukum tidak terikat pada ketentuan mengenai luas maksimum tersebut. 
E. Redistribusi Tanah 
Salah satu program yang memegang peranan penting dalam 
menyukseskan program Landreform adalah pelaksanaan “redistribusi 
tanah”. Redistribusi tanah adalah pengambil-alihan tanah pertanian yang 
melebihibatas maksimum yang ditentukan kemudian dibagikan kepada 
para petani yang tidak memiliki tanah.19 Dasar hukum pengambilan tanah-
tanah kelebihan tersebut adalah PP No. 224 Tahun 1961 tentang 
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan PP 
No. 41 Tahun 1964. Kedua peraturan ini adalah induk pelaksana dari 
program redistribusi tanah. Tanah-tanah yang akan dibagikan dalam 
pelaksanaan Landreform ialah : 
1. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana UU 
No. 56 (Prp) Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, 
karena pemiliknya melanggar ketentuan UU tersebut 
2. Tanah-tanah absentee. 
3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih 
kepada Negara. 
                                                          
19 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta,2010. Hal. 211 
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4. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara. 
  Hal yang penting dari ketentuan redistribusi tanah adalah 
diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat yang tanah kelebihannya 
diambil oleh pemerintah untuk keperluan pelaksanaan redistribusi tanah. 
Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 : 
“Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan 
Pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-
bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh 
Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya 
ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang 
bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih 
rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap 
hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan 
menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini : 
a. untuk 5 hektar yang pertama : tiap hektarnya 10 kali hasil 
bersih setahun; 
b. untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat : tiap 
hektarnya 9 kali hasil bersih setahun ; 
c. untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil bersih 
setahun ; dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut 
perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi daripada harga 
umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan 
ganti kerugian tersebut.” 
 
Tanpa mengesampingkan hak dari pemilik, peraturan ini juga 
memberikan kesempatan kepada pemiliknya jika tidak setuju dengan 
besarnya ganti kerugian tersebut. Seperti yang disebutkan Pasal 6 ayat 
(3) PP No. 224 Tahun 1961 yakni: 
“jika bekas pemilik tanah tidak menyetujui besarnya ganti kerugian 
sebagai yang ditetapkan Panitia Landreform Daerah  Tingkat  II,  
maka  ia  dapat  minta  banding kepada  Panitia  Landreform 
Daerah Tingkat I dalam tempo 3 bulan sejak tanggal penetapan 
ganti kerugian tersebut.” 
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Setelah pengambilan tanah-tanah  kelebihan  tersebut,  maka  
selanjutnya akan dilakukan pembagian tanah-tanah kelebihan 
tersebutkepada yang membutuhkan. Pasal 8 PP No. 224 Tahun 1961 
menyebutkan : 
“Dengan mengingat Pasal 9 s/d 12 dan Pasal 14, maka tanah-
tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 1 huruf a, b dan c 
dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh 
Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, 
menurut prioritet sebagai berikut: 
a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; 
b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah 
yang bersangkutan; 
c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; 
d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang 
bersangkutan; 
e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; 
f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan 
lain berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3; 
g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar; 
h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar; 
i. Petani atau buruh tani lainnya.” 
 
Kemudian syarat-syarat petani yang mendapat pembagian tanah 
tersebut sesuai Pasal 9 PP No. 224 Tahun 1961 yakni : 
“Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang di 
maksudkan dalam Pasal 8 harus memenuhi: 
a. Syarat-syarat umum : Warga Negara Indonesia, bertempat 
tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan 
dan kuat kerja dalam pertanian. 
b. Syarat-syarat khusus : Bagi petani yang tergolong dalam 
prioritet a, b, e, f dan g : telah mengerjakan tanah yang 
bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut bagi 
petani yang tergolong dalam prioritet d: telah mengerjakan 
tanahnya 2 musim berturut-turut ; bagi para pekerja tetap 
yang tergolong dalam prioritet c: telah bekerja pada bekas 
pemilik selama 3 tahun berturut-turut.” 
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Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 bila dicermati 
merupakan ketentuan yang ideal. Artinya, apabila PP No. 224 Tahun 1961 
dilaksanakan dengan baik maka tidak akan ditemukan lagi masyarakat 
yang tidak memiliki tanah. Namun pemerintah masih setengah hati 
melaksanakan aturan ini karena BPN tidak mempunyai data mengenai 
jumlah masyarakat yang memiliki kelebihan tanah.20 
F. Aturan Pengembalian Dan Penebusan Tanah – Tanah Pertanian 
Yang Digadaikan 
Gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah 
kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya.21 
Artinya sebelum uang gadai dikembalikan, tanah tersebut masih dikuasai 
oleh pemegang gadai dan pengembalian uang gadai tergantung dari 
kemampuan pemilik tanah. Sehingga banyak gadai yang berlangsung 
bertahun-tahun. Pengaturan gadai tanah telah diatur dalam UU No. 56 
(Prp) Tahun 1960 terutama pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : 
“Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada 
mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih 
wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan 
setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk 
menuntut pembayaran uang tebusan.” 
Gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun berturut-turut sudah 
lebih dari cukup bagi pemegang gadai karena telah mendapatkan hasil 
yang lebih dari adanya penguasaan tanah tersebut. Sehingga Pasal 7 ini 
telah membatalkan sistem gadai yang sudah berjalan di daerah-daerah 
yang masih menggunakan hukum adat. Bagi gadai yang belum 
                                                          
20 Ibid. Hal. 214 
21 Op.cit.Boedi Harsono. Hal.391 
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berlangsung selama 7 tahun, maka pemilik tanah berhak memintanya 
kembali dengan membayar uang tebusan setiap setelah tanaman selesai 
dipanen. Besarnya uang tebusan didasarkan dengan rumus : 
(7+1/2) - waktu berlangsungnya hak-gadai x uang 
gadai 7 
 Dengan ketentuan apabila gadai telah berlangsun selama 7 tahun 
maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa uang 
tebusan sebulan setelah masa panen. 
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian 
dan Agraria No. 20 Tahun 1963 tentang Penyelesaian Masalah Gadai 
guna antisipasi timbulnya sengketa di kemudian hari. Ketentuan dalam 
Kepmen Pertanian dan Agraria ini merupakan peraturan yang sangat 
ideal. Karena tetap menghargai hak penggadai atas perlakuan pemegang 
gadai yang merasa memiliki modal atau status sosial yang lebih tinggi dari 
penggadai.22  
G. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian 
Keberagaman kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia 
memberikan gambaran macam-macam cara penguasaan tanah. Mulai 
dari penguasaan fisik disertai dengan penguasaan yuridis, penguasaan 
dengan cara bagi hasil, penguasaan dengan cara gadai tanah pertanian. 
Di tengah-tengah masyarakat terdapat petani penggarap atau petani yang 
                                                          
22 Op.cit.Supriadi.Hal.218 
36 
 
tidak mempunyai tanah sehingga menggarap tanah pertanian milik orang 
lain. Atas dasar itu, maka pemerintah menyusun sebuah peraturan 
mengenai bagi hasil pertanian yakni UU No. 2 Tahun 1960 tentang 
Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian). UU No. 2 Tahun 1960 
menerangkan perjanjian bagi hasil pertanian adalah perjanjian yang 
diadakan antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum yang 
disebut penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas 
tanah pemilik, yang hasilnya dibagi antar kedua belah pihak berdasarkan 
perjanjian. 
Tujuan undang-undang ini untuk memperbaiki nasib para 
penggarap tanah milik pihak lain.23 Kemudian yang dapat menjadi 
penggarap adalah petani yang tidak memiliki tanah pertanian atau petani 
yang memiliki tanah pertanian di bawah minimum dari ketentuan UU No. 
56 Tahun 1960. 
Perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara tertulis sehingga 
menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Perjanjian bagi hasil ini 
dilakukan di hadapan Kepala Desa dan mendapatkan pengesahan dari 
Camat dimana letak tanah pertanian itu berada. Jangka waktu juga dibuat 
oleh kedua belah pihak dengan ketentuan sawah adalah sekurang-
kurangnya 3 tahun dan tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. 
                                                          
23 Op.cit.Boedi Harsono.Hal 395 
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Peraturan mengenai bagi hasil ini sangat berpihak pada 
kepentingan masyarakat kecil. Karena memberikan perlindungan terhadap 
penggarap dari perbuatan tidak jelas pemilik tanah dengan melakukan 
perjanjian tertulis di hadapan Kepala Desa dan pengesahan dari Camat.24 
H. Wewenang dan  Tanggung Jawab Pemerintah 
Pengelolaan tanah oleh masyarakat sesuai dengan aturan 
pelaksanaan masih saja sering mengalami hambatan, dirasa perlu kiranya 
untuk membentuk suatu badan pemerintah maupun non pemerintah 
sebagai langkah konkret dengan tujuan pengawasan pelaksanaan 
terhadap aturan teknis pelaksanaan. 
Di Indonesia telah dibentuk Badan pertanahan Nasional (BPN) 
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 
sebagai peningkatan dari Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam 
Negeri serta merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 
berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
Tugas pokok Badan Pertanahan Nasional adalah membantu 
Presiden dalam hal pengelolaan dan pengembangan administrasi 
pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun Peraturan Pemerintah lain 
yang meliputi Pengaturan, Penggunaan, Penguasaan dan Pemilikan 
Tanah, dan hal lain yang berkaitan dengan masalah tanah pertanahan 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden.25 
                                                          
24 Ibid.Supriadi. Hal.222 
25 H. Ali Achmad Chomzah,Hukum Pertanhan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hal.9 
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Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPN menyelenggarakan 
fungsi:26 
1. Merumuskan kebijakan dan perencanaan penguasaan dan 
penggunaan tanah; 
2. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan  
pemilikan tanah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai 
nilai sosial sebagaimana yang diatur dalam UUPA; 
3. merencanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah 
dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan; 
4. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka 
memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan; 
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan 
serta pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan di 
bidang Administrasi Pertanahan; 
6. Lain-lain yang ditetapkan oleh presiden. 
Tugas dan fungsi BPN sebagaimana yang ditetapkan dalam 
keputusan Presiden tersebut di atas tidak hanya meliputi funsi 
administratif saja, melainkan juga mencakup fungsi perumusan kebijakan 
yang berkaitan dengan pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun 
peraturan perundang-undangan lain. Oleh karena masalah pertanahan 
merupakan masalah yang sangat kompleks serta menyangkut 
                                                          
26 Ibid.hal.10 
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kepentingan banyak instansi, sehingga tugas dan fungsi dari BPN bersifat 
lintas sektoral. 
Kantor wilayah BPN Propinsi dan kantor pertanahan 
Kabupaten/Kotamadya berada dibawah koordinasi kepala wilayah sesuai 
dengan peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1998, di bidang penataan 
ruang, koordinasi dilakukan oleh Menteri Negara Pembangunan Nasional/ 
Ketua Bappenas, di bidang pengembangan kawasan oleh Menteri 
Perindustrian dan Menteri Muda Perindustrian, di bidang pertanahan 
daerah transmigrasi oleh Menteri transmigrasi.27 
I. Reforma Agraria Sebagai Bagian Dari Visi-Misi Nawacita 
Salah satu indikator kehadiran dan peran Negara yang konkret 
dihadapan masyarakat adalah adanya kepastian hukum. Salah satu butir 
Nawacita yang merupakan visi-misi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 
adalah menolak Negara lemah. Pada titik inilah reforma agraria yang 
digulirkan oleh presiden Jokowi memiliki landasan yang jelas28. Terdapat 
tiga hal yang menjadi permasalahan pokok serta menjadi dasar 
diperlukannya reforma agraria. Yang pertama adalah adanya ketimpangan 
pemilikan tanah. Sebagai dampak dari tidak diberikannya batasan 
penguasaan tanah terhadap badan usaha yang berbadan hukum untuk 
                                                          
27 Ibid. 
28http://Presidenri.go.id/topik-aktual/reforma-agraria-redistribusi-lahan-redistribusi-
kesejahteraan.html  diakses pada tanggal 25 februari pukul 21.00 
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mendapatkan hak pengelolaan lahan dalam skala besar, smentara rakyat 
kelas bawah makin kehilangan lahan mereka. Indikator yang paling nyata 
bagaimana ketimpangan ini terjadi adalah penguasaan hutan konsesi 
seluas 35,8 juta hektar oleh hanya 531 perusahaan pemegang konsesi 
hutan. Sebaliknya, terdapat lebih kurang 31.951 Desa berada dalam 
status ketidakjelasan karena berada di kawasan hutan. Indicator yang lain 
adalah lebih dari separuh jumlah petani, yakni sebesar 56% memiliki 
lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. Persoalan kedua adalah timbulnya 
konflik-konflik agraria, yang dipicu oleh tumpang tindihnya kebijakan 
distribusi lahan pada masa lalu, di mana lahan-lahan negara yang diberi 
izin untuk dikelola, ternyata tidak seluruhnya merupakan lahan negara 
yang bebas kepemilikan. Sepanjang periode 2004-2015, tak kurang dari 
1.772 konflik agraria terjadi akibat ketidakjelasan status tanah dan 
tumpang tindihnya peraturan di lapangan. Konflik ini setidak-tidaknya 
melibatkan sekitar 1,1 juta rakyat, dan luasan yang menjadi pokok konflik 
mencapai kurang lebih 6,9 juta hektar. Soal yang ketiga, timbulnya krisis 
sosial dan ekologi di pedesaan. Krisis ini diindikasikan dengan makin 
terdegradasinya kualitas lahan pertanian di pedesaan, makin 
menyempitnya lahan untuk pertanian yang dimiliki oleh para petani, dan 
makin berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor produksi 
pertanian, dan lebih banyak bertumpu pada pekerjaan di sektor jasa. 
Sebanyak 15,5 juta penerima beras untuk rakyat prasejahtera yang tinggal 
di pedesaan adalah salah satu indikator timbulnya krisis sosial di 
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peDesaan. Sedangkan krisis ekologi di pedesaan salah satunya ditandai 
oleh keberadaan Desa dengan status rawan air di 15.775 Desa dan 
kekeringan di 1.235 Desa. 
Dengan melihat kopleksnya permasalahan pertanahan di 
Indonesia, maka Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menyiapkan 
langkah taktis untuk menyiasati permasalahan tersebut. Adapun langkah 
yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah pembuatan kebijakan peta 
tunggal (one map policy), legalisasi sertifikat aset lahan, redistribusi tanah 
bagi rakyat, dan pemanfaatan kawasan hutan bagi rakyat29. Terkhusus 
dalam konteks agrarian, terdapat lima langkah yang akan dilakukan, 
yakni: 
1. Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian; 
2. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agrarian; 
3. Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah objek reformasi 
agrarian; 
4. Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan 
produksi atas tanah objek reformasi agrarian; 
5. Penguatan kelembagaan pelaksanaan reforma agrarian dipusat 
dan daerah. 
Dengan menggunakan kelima cara tersebut, diyakini persoalan yang 
berkaitan dengan pertanahan dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. 
Dengan terpenuhinya unsur regulasi, unsur pemerintah dan unsur 
                                                          
29 Ibid. 
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masyarakat, dan disertai dengan koordinasi yang baik antara ketiga unsur, 
maka sudah sepantasnya reformasi agararia yang merupakan bagian dari 
visi-misi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dapat terlaksana dengan baik.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yakni 
dengan menelaah penerapan aturan terkait dengan relevansi penggunaan 
kepadatan penduduk sebagai ukuran untuk menetapkan kriteria wilayah  
dan batas maksimum penguasaan tanah pertanian. Penelitian ini disertai 
dengan data empiris yakni berupa data lapangan yang menjelaskan 
tentang faktor penguasaan tanah pertanian secara Latifundia, peran 
pemerintah dalam pemberlakuan aturan. Metode penelitian yang 
digunakan dengan memadupadankan antara aturan pelaksanaan dengan 
kondisi umum pada masyarakat. Penelitian ini memerlukan data primer 
sebagai data utamanya yang didukung oleh data sekunder yang terdiri 
dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
B. Lokasi Penelitian 
Untuk memberikan hasil penelitian yang akurat serta dapat 
dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan lokasi penelitian untuk 
memudahkan penulis dalam hal pengambian data terkait. Dalam 
penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian pada Kecamatan 
Sibulue Kabupaten Bone terkhusus pada Kelurahan Maroanging, Desa 
Ajang Pulu, Desa Pattiro Bajo dan Desa Cinnong. Alasan penentuan 
lokasi terserbut dengan melihat berbagai pertimbangan antara lain 
mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, tingkat kesejahteraan 
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masyarakat yang berprofesi sebagai petani belum mencapai taraf 
sejahtera. Serta berdasarkan hasil Pra-Penelitian penulis, penilis 
mendapatkan bahwa masih adanya praktek kepemilikan tanah pertanian 
secara  Latifundia pada Kecamatan tersebut. 
C. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang berdomisili pada 
keempat Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi penelitian penulis, 
yakni Desa Pattiro Bajo, Desa Cinnong, Desa Ajang Pulu serta 
Kelurahan maroanging dengan jumlah Populasi 892 orang petani. 
b. Sampel   
Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Non Random dengan tekhnik purposive 
sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara 
mengambil subjek dan objek didasarkan pada tujuan tertentu. 
Jumlah petani yang penulis tetapkan sebagai sampel sebanyak 40 
orang terdiri dari masing-masing 10 petani yang berasal dari 4 
Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi penelitian penulis. 
D. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data asli yang diperoleh secara langsung dari 
responden dan narasumber sebagai data utama. Data primer 
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dalam penelitian ini adalah keterangan dari Kepala Seksi 
Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Bone, Kepala Seksi Hak Tanah dan 
Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan nasional Kabupaten Bone, 
Pemimpin Pertanian Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, 
Penyuluh Kecamatan Sibulue, Kepala Desa Pattiro Bajo, serta 
masyarakat Desa Pattiro Bajo, Desa Ajang Pulu, Desa Cinnong, 
Kelurahan Maroanging yang berprofesi sebagai petani.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder terdiri dari: 
Bahan hukum primer:  
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar Pokok- pokok Agraria.  
c. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 
Luas Maksimum Tanah Pertanian.  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang 
Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Rugi. 
e. Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian. 
f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 
2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. 
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Bahan hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa 
pendapat hukum, buku-buku, hasil penelitian dan studi 
kepustakaan. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan 
untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus 
selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam 
penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat 
primer dan data yang bersifat sekunder. 
a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di 
lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan 
menggunakan kuisioner, wawancara. 
1. Kuisioner 
Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini ditempuh 
karena jumlah sampel penelitian cukup banyak, sehingga dengan 
kuisioner maka penelitian akan lebih efektif dan efisien. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 
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muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 
keterangan-keterangan. 
Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan 
menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan 
(sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang 
akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk 
menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan 
jawaban yang diberikan oleh responden. 
b. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji 
bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-
bahan hukum baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum 
sekunder.  
F. Analisis Data 
Setelah memperoleh data yang cukup, maka dilakukan proses 
analisis data secara kualitatif yaitu maksudnya dengan merangkai dan 
memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis 
sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu masalah atau 
keadaan yang diteliti. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode 
berpikir secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari 
cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya 
khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten dibagian pesisir 
timur provinsi Sulawesi selatan yang berjarak ±1174 Km dari kota 
Makassar. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan 
kearah utara. Secara astronomis Kabupaten Bone terletak dalam posisi 
4013’-5006’ Lintang Selatan dan antara 1190 42’-120040’ Bujur Timur 
dengan batas-batas wilayah Sebelah utra berbatasan dengan Kabupaten 
Wajo dan Soppeng; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten sinjai 
dan Gowa; Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Teluk Bone; Sebelah 
Barat berbatasan dengan  Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru30. 
Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi, 
mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1000 meter  dari 
permukaan laut dan dengan keadaan permukaan lahan yang bervariasi 
pula, mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Daerah landai 
dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara, sementara di bagian Barat 
dan Selatan umumnya bergelombang hingga curam. Dengan 
bervariasinya keadaan permukaan lahan tersebut maka Jenis tanah yang 
ada di Kabupaten Bone juga bervariasi, dimana terdiri dari tanah Aluvial 
Gleyhumus, Litosol, Regosol, Mediteran, dan Renzina. Jenis tanah 
                                                          
30 Badan Pusat Statistik.2016. Kabupaten Bone Dalam Angka 2016.  
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didominasi oleh tanah mediteran seluas 67,6% dari total wilayah 
kemudian Renzina  9,59%, dan Litosol 9%. Penyebaran jenis tanahnya 
yaitu sepanjang Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial. 
Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. 
Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 
260C-430C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang 
membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup Angin 
Barat dimana saat mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Rata-
rata curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Bone bervariasi, yaitu 
rata-rata <1.750 mm, 1.750-2.000 mm, dan 2.500-3.000 mm.31 
Secara administratif Kabupaten Bone terdiri dari 27 Kecamatan 
yang dapat dijabarkan yakni Bonto Cani, Kahu, Kajuara, Salomekko, 
Tonra, Patimpeng, Libureng, Mare, Sibulue, Cina, Barebbo, Ponre, 
Lappariaja, Lamuru, Tellu Limpoe, Bengo, Ulaweng, Palakka, Awangpone, 
Tellu siattinge, Amali, Ajangale, Dua Boccoe, Cenrana, Tanete Riattang 
Barat, Tanete Riattang, serta Tanete Riattang Timur dengan total 
keseluruhan luas wilayah 4.559 Km2. Akan tetapi yang menjadi fokus 
perhatian penulis untuk diteliti adalah Kecamatan Sibulue dengan luas 
wilayah 155,80 Km2. 
 
 
                                                          
31  Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. 2016.Kabupaten Bone Dalam Angka 2016 
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Gambar Peta wilayah administrasi Kecamatan Sibulue 
 
Kecamatan Sibulue adalah Kecamatan yang terletak ± 15 Km dari 
pusat kota Kabupaten Bone. Dimana terdiri dari 19 gugusan Desa serta 1 
Kelurahan. Adapun pembagian luas untuk setiap Desa pada Kecamatan 
Sibulue dapat dimuat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2. Banyaknya Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Dirinci Per 
Desa/Kelurahan Keadaan Akhir Tahun 2015 
No. Nama Desa Luas wilayah (km2) Penduduk Kepadatan per Km2 
1. Balieng toa 4,31 1.202 279 
2. Pasaka 5,28 2.103 398 
3. Bulie 7,83 880 112 
4. Tunreng tellue 8,28 1.797 217 
5. Massenreng Pulu 3,10 1.442 456 
6. Mabbiring 11,30 1.304 115 
7. Malluse Tasi 13,41 2.13 158 
8. Pattiro Sompe 16,59 3.409 205 
9. Pakkasalo 4,65 1.985 427 
10. Pattiro Bajo 4,60 1.440 313 
11. Maroanging 3,81 2.073 544 
12. Cinnong 16,29 1.665 102 
13. Polewali 7,08 1.279 181 
14. Kalibong 7,52 1.318 175 
15. Tadang Palie 7,56 1.579 209 
16. Ajang Pulu 7,55 1.034 137 
17. Letta Tanah 3,36 1,252 373 
18. PattiroRiolo 15,40 2.741 178 
19. Sumpang Minangae 3,31 1.501 453 
20. Manajeng 4,57 1.866 408 
Jumlah 155,80 33.993 217 
Sumber:BPS Kabupaten Bone, Bone Dalam Angka 1988-2016. 
Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Bone tersebut, maka dalam hal pengambilan 
informan, penulis memilih objek penelitan ke dalam 4 Desa yang mana 
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menurut penulis dapat mewakili kondisi masyarakat khususnya pertanian 
di Kecamatan Sibulue. Adapun ke empat Desa yang penulis akan teliti 
adalah Desa Pattiro Bajo dengan luas wilayah 4,60 km2 serta jumlah 
penduduk 1.440, Desa Ajang Pulu dengan luas 7,55 Km2 dan jumlah 
penduduk 1.034, Desa Cinnong dengan luas 16,29 km2 dan jumlah 
penduduk 1.665, Kelurahan Maroanging dengan luas 3,81 Km2 serta 
jumlah penduduk 2.073. Dari keempat Desa/Kelurahan tersebut dapat 
menjadi representasi Desa pada Kecamatan Sibulue yakni Desa dengan 
luas wilayah yang terbilang sempit dengan jumlah penduduk yang tinggi, 
Desa yang penduduk serta luas wilayahnya seimbang, serta Desa yang 
luas wilayah yang terbilang luas, akan tetapi jumlah penduduk yang 
rendah. 
B. Relevansi Penggunaan Kepadatan Penduduk Sebagai Ukuran 
Perbandingan Terhadap Larangan Penguasaan Tanah Pertanian 
Secara Latifundia. 
Keterkaitan antara manusia dengan tanah tidak dapat terpisahkan, 
bukan hanya sebagai tempat tinggal, akan tetapi hampir segala hal lini 
kehidupan manusia berkaitan dengan tanah seperti tempat untuk mencari 
nafkah, tempat berketurunan, hingga tempat untuk mati. Dengan melihat 
keterkaitan yang sangat erat tersebut sehingga masyarakat dewasa ini 
menjadikan tanah sebagai bagian dari prioritas utama dalam kehidupan, 
bahkan dapat mengesampingkan larangan penguasaan tanah secara 
berlebih.  
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Pengaturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara berlebih 
dimuat dalam Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang 
Penetapan Luas Lahan Pertanian yang mengatur tiga hal pokok yakni :  
a. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah 
pertanian; 
b. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan 
larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian yang terlampaui 
kecil; 
c. Pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang 
digadaikan. 
Undang-undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 
Lahan Pertanian memberikan batasan minimal kepemilikan tanah 
pertanian. Maksud ditetapkannya batas minimum tanah pertanian adalah 
agar petani mendapatkan penghasilan yang cukup/layak untuk 
menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Berdasarkan isi Pasal 1 Undang-
undang No. 56 Tahun 1960 “Seorang atau orang-orang yang dalam 
penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya 
diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau 
kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang 
lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang 
ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini.” 
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Perkataan "orang" menunjuk pada mereka yang belum/tidak 
berkeluarga. Sedang "orang-orang" menunjuk pada mereka yang 
bersama-sama merupakan satu keluarga. Siapa-siapa yang menjadi 
anggota suatu keluarga harus dilihat pada kenyataannya. Yang termasuk 
anggota suatu keluarga ialah yang masih menjadi tanggungan 
sepenuhnya dari keluarga itu. Sehingga tanah-tanah yang dimaksud bisa 
dikuasai sendiri oleh anggota keluarga masing-masing, tetapi dapat juga 
dikuasai bersama, misalnya milik bersama sebagai warisan yang 
belum/tidak dibagi.32 
Tabel 3. Batas Maksimum Peguasaan Tanah Pertanian berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960: 
No. Di Daerah-daerah yang: Sawah   
(hektar) 
Tanah kering 
(hektar) 
1. Tidak padat 15 20 
2. Padat:   
 Kurang padat 10 12 
 Cukup padat 7,5 9 
 Sangat padat 5 6 
Sumber: Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan tanah pertanian 
termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 kemudian 
ditambah dan diperbaharui ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 
tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian 
                                                          
32 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah pertanian. 
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Ganti Kerugian. Selanjutnya, untuk mendukung Program Reformasi 
Agraria yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka 
dibuatlah aturan terbaru mengenai penguasaan tanah pertanian yakni 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Dalam Peraturan 
Menteri No. 18 tahun 2016 ini memuat perubahan batasan maksimum 
penguasaan tanah pertanian. Adapun batasan yang dimaksud dapat 
dilihat pada Pasal 3 ayat (3) yang membagi penguasaan kepemilikan 
tanah pertanian ke dalam 4 bagian, yakni: a. Tidak padat, paling luas 20 
(dua puluh) hektar; b. Kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar; c. 
Cukup padat, paling luas 9 (Sembilan) hektar; dan d. Sangat padat, paling 
luas 6 (enam) hektar. Dalam Peraturan Menteri tersebut tidak lagi 
membedakan penguasaan tanah kering dan penguasaan sawah. Akan 
tetapi, batasan penguasaan disatukan dalam kategori tanah pertanian. 
Secara subtansi menurut penulis, materi muatan yang terdapat 
pada Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tidak memberikan 
perbedaan yang signifikan terhadap aturan sebelumnya, baik Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 
224 Tahun 1961. Dapat dilihat pada pengelompokan materi muatan  
antara Peraturan Menteri Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 56 
Prp Tahun 1960 yang dimuat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4. Perbandingan Materi Muatan Undang-Undang Nomor 56 Prp 
Tahun 1960 dengan Materi Muatan Peraturan Manteri Agraria 
dan Tata Ruang Nomor 18 tahun 2016. 
No. Materi Muatan Undang-Undang 
Nomor 56 Prp Tahun 1960 
Materi Muatan Peraturan Menteri 
ATR Nomor 18 Tahun 2016 
1. Pembatasan luas kepemilikan 
tanah pertanian: 
c. Tanah sawah : 
 Tidak padat 15 Ha 
 Kurang padat 10 Ha 
 Cukup padat 7,5 Ha 
 Padat 5 Ha 
b. Tanah kering: 
 Tidak padat 20 Ha 
 Kurang padat 12 Ha 
 Cukup padat 9 Ha 
 Padat 6 Ha 
 
Pembatasan luas Kepemilikan 
tanah pertanian: 
a. Perorangan : 
 Tidak padat 20 Ha 
 Kurang padat 12 Ha 
 Cukup padat 9 Ha 
 Padat 6 Ha 
b.Badan hukum dengan surat 
keputusan pemberian hak. 
2. Jangka waktu pengalihan hak 1 
tahun 
Jangka waktu pengalihan hak 6 
bulan 
3. Jangka waktu pengalihan tanah 
absentee diatur lebih lanjut dalam 
pp Nomor 224 Tahun 1961 yakni 
selama 6 bulan 
Jangka waktu pengalihan tanah 
absentee yakni 6 bulan. 
4. Ganti kerugian mengacu pada PP 
224 tahun 1961 
Ganti kerugian mengacu pada 
PP 224 tahun 1961 
5. Penguasaan tanah pertanian 
dengan cara hak gadai. 
Tidak diatur. 
6. Luas minimum tanah pertanian Tidak diatur 
7. Terdapat sanksi pidana Terdapat sanksi administratif 
Dari tabel di atas, dapat dilihat luasan cakupan materi muatan dalam 
peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 pada dasarnya telah diatur 
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dalam aturan-aturan sebelumnya. Hanya saja yang menjadi sedikit 
pembeda dengan aturan yang lama adalah adanya penyatuan luasan 
batas kepemilikan secara maksimum sehingga mempermudah dalam hal 
perhitungan luas kepemilikan tanah. Akan tetapi, yang menjadi 
permasalahan menurut penulis adalah penetapan luas maksimum yang 
tidak mecncerminkan kondisi masyarakat saat ini. Pembentukan peraturan 
menteri hanya berlandaskan pada pembaharuan aturan yang sebelumnya 
telah ada yakni Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 yang dalam 
pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian, menurut 
penulis yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah sosialisasi 
mengenai adanya peraturan perundang-undangan tentang larangan 
kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia. 
Selain sosialisasi aturan, juga perlu kiranya dilakukan pembuatan 
peraturan daerah yang mengatur lebih khusus mengenai penetapn luas 
maksimum dengan menggunakan faktor-faktor sebagai berikut: 1) 
Tersedianya tanah yang masih dapat dibagi-bagi; 2) Kepadatan 
penduduk; 3) Jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara 
sawah dan tanah-tanah kering, diperhatikan apakah ada pengairan yang 
teratur atau tidak); 4) Besarnya usaha tani yang sebak-baiknya (“The best 
frame size”) menurut kemampuan suatu keluarga, dengan mengerjakan 
beberapa buruh tani; serta 5) tingkat kemajuan teknik pertanian sekarang 
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ini.33 Dengan menggunakan indikator tersebut, menurut penulis dapat 
merumuskan suatu aturan yang berlandaskan kondisi masyarakat tiap 
daerah yang kemudian berdampak langsung terhadap pelaksanaan 
aturan. 
1. Pengertianan Relevansi. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Relevan diartikan kait-
mengkait atau bersangkut-paut namun bisa juga diartikan berguna 
secara langsung. Sedangkan kata relevansi diartikan sebagai 
hubungan, kaitan. Melalui penelitian ini, hal yang ingin dicapai adalah 
apakah penggunaan kepadatan penduduk sebagai ukuran 
perbandingan penetapan kriteria wilayah dan Batas maksimum 
Penguasaan tanah pertanian masih relevan atau tidak. Untuk 
menjawab hal tersebut dapat menggunakan berbagai perbandingan 
sebagai berikut: 
a) Perbandingan Kepadatan Penduduk 
Dengan melihat kondisi pertumbuhan penduduk di Indonesia yang 
terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, maka seyogyanya 
kepadatan penduduk tidak dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam 
hal penetapan batasan maksimum penguasaan tanah pertanian. 
Pertumbuhan penduduk Kecamatan Sibulue Periode 1988-2015 dapat 
dilihat dalam tabel berikut:34 
                                                          
33 Penjelasan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah 
Pertanian 
34 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, “Kecamatan Sibulue Dalam Angka 1989-2016” 
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Tabel 5. Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Sibulue Dalam Periode 
Tahun 1988-2015 
Berdasarkan tabel tersebut kita dapat melihat bahwa sejak tahun 
1988-2015 pertumbuhan penduduk khususnya di Kecamatan Sibulue 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni rata-rata 0,6% setiap 
tahunnya. Meskipun pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sibulue dalam 
Tahun Jumlah 
Desa 
Luas 
(Km2) 
Kepdatan 
Penduduk 
Dalam 
Kecamatan 
Kepadatan 
Penduduk 
Dalam Km2 
Rata-Rata 
Anggota 
Rumah 
Tangga 
1988 11 155,80 25.917 166 5 
1989 11 155,80 25.555 170 5 
1990 11 155,80 26.926 172 5 
1991 20 155,80 26.897 172 5 
1992 20 155,80 26.903 172 5 
1993 20 155,80 27.183 174 5 
1994 20 155,80 27.124 175 5 
1995 20 155,80 27.124 176 5 
1996 20 155,80 27.526 177 5 
1997 20 155,80 27.717 178 5 
1998 20 155,80 27.807 178 5 
1999 20 155,80 28.152 182 5 
2000 20 155,80 28.838 184 5 
2001 20 155,80 28.921 186 5 
2002 20 155,80 29.141 187 5 
2003 20 155,80 29.169 194 4 
2004 20 155,80 30.078 194 4 
2005 20 155,80 30.350 195 4 
2006 20 155,80 30.456 195 4 
2007 20 155,80 30.576 196 4 
2008 20 155,80 30.837 198 4 
2009 20 155,80 32.236 207 4 
2010 20 155,80 32.664 210 4 
2011 20 155,80 33.048 212 4 
2012 20 155,80 33.255 212 5 
2013 20 155,80 33.529 215 5 
2014 20 155,80 33.761 217 5 
2015 20 155,80 33.993 217 5 
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periode tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan, akan 
tetapi tidak berdampak besar pada jumlah kepadatan penduduk dihitung 
dalam per kilometer persegi (Km2) secara keseluruhan dalam satu 
Kecamatan yang mengalami peningkatan rata-rata 2 per tahunnya. Akan 
tetapi, menurut penulis merupakan suatu kekeliruan yang besar ketika 
menempatkan kepadatan penduduk dalam skala Km2 sebagai dasar untuk 
menentukan kriteria wilayah dan batasan penguasaan tanah pertanian. 
Mengingat kepadatan penduduk yang semakin bertambah dan disertai 
dengan luas lahan yang konstan, bahkan mengalami pengurangan setiap 
tahunnya akibat pengalihfungsian lahan. Perbandingan luas lahan 
pertanian dengan jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai 
petani  yakni dengan luas lahan pertanian 5.541 Ha dan penduduk yang 
bermata pencaharian sebagai petani adalah 4.993 penduduk35. Sehingga 
apabila ingin dilakukan pembagian lahan pertanian untuk petani 
khususnya pada Kecamatan Sibulue, maka jumlah rata-rata yang 
didapatkan adalah 1,10 Ha untuk setiap petani. Hasil yang tentunya tidak 
akan sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 56 Prp 
tahun 1960 yang pada dasarnya menetapkan luas minimum penguasaan 
tanah pertanian untuk petani adalah 2 Ha.  
Klasifikasi wilayah berdasarkan kepadatan penduduk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, Kecamatan Sibulue 
Termasuk ke dalam kategori wilayah kurang padat dengan maksimum 
                                                          
35 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, “Kecamatan Sibulue Dalam Angka 2016”. 
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penguasaan tanah (sawah) 10 Ha dan Tanah kering 12 Ha atau 12 Ha 
tanah pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Dengan tetap 
mengacu pada ketentuan tersebut maka menurut hitungan sederhana 
penulis, hanya membutuhkan 554 petani yang ingin memaksimalkan hak 
menguasai tanah pertanian untuk untuk lahan pertanian secara 
keseluruhan pada Kecamatan Sibulue. Dengan permasalahan lain 
terdapat 4439 petani Di Kecamatan Sibulue yang tidak memiliki lahan 
pertanian dan/atau hanya bekerja sebagai buruh pekerja tani. 
Adapun perbandingan jumlah petani dan luas tanah pertanian pada 
keempat desa/kelurahan tempat penulis meneliti dapat dimuat dalam 
bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel 6. Perbandingan Jumlah Petani dan Luas Sawah  
No. Nama Desa/Kelurahan Jumlah Petani Luas Sawah (Ha) 
1. Maroanging 205 orang 199,10 Ha 
2. Pattiro Bajo 248 0rang 371,10 Ha 
3. Cinnong 225 orang 200 Ha 
4. Ajang pulu 214 orang 326 Ha 
Sumber : Data Primer Tahun 2017 
Secara makro, dari data di atas dapat diperoleh rata-rata 
kepemilikan tanah pertanian oleh petani dengan membagi luas sawah 
dengan jumlah petani. Hasilnya adalah untuk Kelurahan Maroanging 
199,10 : 205 = 0,97 Ha / orang, untuk Desa Pattiro Bajo 371,10 : 248 = 
1.49 Ha / orang, untuk Desa Cinnong 200 : 225 = 0,88 Ha / orang, untuk 
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Desa Ajang Pulu 326 : 214 = 1.52. serta apabila diakumulasikan akan 
mendapatkan hasil 1096,2 : 892 = 1.22 Ha / orang. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak tercapainya luas minimum 
lahan pertanian yakni 2 (dua) hektar per keluarga. Padahal tujuan dari 
Undang-undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan 
Pertanian adalah untuk mempertinggi taraf hidup petani sehingga 
diperlukan tanah garapan yang cukup luasnya. Sekarang ini, minimum 
dua hektar lahan pertanian adalah hal yang sulit dicapai. Sedangkan 
menurut amanat UUPA, dua hektar itu merupakan tujuan yang harus 
diusahakan.  
Tabel 7.  Perbandingan Cara Pengelolaan Tanah Pertanian Oleh 
Masyarakat Desa Cinnong. Pattiro Bajo, Ajang Pulu Serta 
Kelurahan Maroanging. 
 
 
No. 
 
 
Nama 
Desa/Kelurahan 
Masyarakat Yang Memiliki 
Tanah 
Masyarakat Yang Tidak 
Memiliki Tanah 
Tidak 
Mengelola 
Mengelola Bagi Hasil Gadai 
1. Cinnong 23 orang 88 orang 93 orang 21 orang 
2. Pattiro Bajo 23 orang 154 orang 41 orang 30 orang 
3. Ajang Pulu 32 orang 96 orang 70 orang 16 orang 
4. Maroanging 56 orang 71 orang 62 orang 16 orang 
Jumlah  134 orang 409 orang 266 orang 83 orang 
Sumber: Data Primer 2017 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya dari jumlah 
keseluruhan yakni 892 masyarakat pada keempat Desa/kelurahan  
terdapat 15% masyarakat yang memiliki tanah akan tetapi tidak 
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mengelolanya, terdapat 46% mayarakat yang memiliki tanah dan 
mengelolanya sendiri, dan terdapat 29.8% masyarakat yang tidak memiliki 
tanah akan tetapi memperoleh dan mengelola tanah dengan cara bagi 
hasil serta terdapat 9,2% masyarakat yang tidak memiliki tanah akan 
tetapi memperoleh dan mengelola tanah dengan cara gadai. 
b) Perbandingan Pengahasilan Penduduk Khususnya Pada Sektor 
Pertanian 
Peningkatan penduduk yang secara signifikan setiap tahunnya juga 
bedampak langsung pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 
yang dimiliki. Dibarengi dengan pesatnya perkembangan teknologi, 
dewasa ini masyarakat juga telah banyak melakukan inovasi-inovasi baru 
terhadap semua sektor kehidupan manusia tanpa terkecuali sektor 
pertanian. Semakin banyaknya peneliti yang menemukan formulasi bibit 
unggul serta cara penanaman yang lebih efisien merupak faktor utama 
penunjang peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya petani.  
  H. Bukhari selaku Pemimpin Pertanian Kecamatan menyatakan 
rasa bangganya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia 
sekarang. 
“Melihat peningkatan kemampuan sumber daya manusia sekarang 
membuat pekerjaan sebagai petani bukan lagi menjadi pekerjaan 
yang dapat disepelekan penghasilannya. Jika dibandingkan dengan 
masa saya masih kecil dulu, penghasilan petani sekarang sudah 
jauh lebih tinggi dan seharusnya dapat mensejahterakan. Coba 
dibayangkan, produksi padi sekarang jika dibandingkan dengan 
dulu tahun 70an sudah mengalami peningkatan hingga 300%. Jika 
dulunya sawah dengan luas 1 Ha dapat menghasilkan 2-3 ton, 
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sekarang rata-rata sudah mengasilkan 5-6 ton. Bahkan kalau 
panen padinya berhasil, bisa melebihi rata-rata produksi36”.  
Jika dibuat ke dalam bentuk hitungan sederhana, maka dapat 
memperoleh hasil produksi dalam nominal rupiah sebagai berikut: 
 Harga produksi padi per kilogram adalah Rp.3.800,- 
 Jumlah produksi adalah 5 ton (5000 kg) 
Maka pendapatan masyarakat sebelum dikurangi biaya produksi 
adalah harga x jumlah produksi (3.800 x 5000) = Rp.19.000.000 
terbilang dalam 1 kali produksi. Tentu merupakan hasil yang cukup 
untuk kehidupan sehari-hari apabila tanah pertanian yang digarap 
adalah tanah milik pribadi.  
“Peningkatan jumlah produksi pada bidang pertanian tersebut 
dipengaruhi langsung oleh meningkatnya pengetahuan masyarakat 
tentang penanaman dan pengelolaan lahan pertanian. Mulai dari 
pemilihan bibit yang unggul, penggunaan pupuk yang berimbang, 
penentuan system tanam yang digunakan dengan memperhatikan 
cuaca serta pengairan37”. Tambah Bapak Bukhari menutup pendapat 
beliau.  
Hasil yang didapatkan tersebut tentu berbeda jika masyarakat yang 
bermata pencaharian sebagai petani penggarap tanpa dilengkapi dengan 
sawah sebagai hak milik. System bagi hasil yang umumnya digunakan 
dalam masyarakat yakni 50:50 dengan beban pengeluaran perlengkapan 
                                                          
36 Bukhari, Wawancara Pribadi, Pemimpin Pertanian Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, Kamis 
23 Februari 2017. 
37 Ibid. 
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alat dan bahan untuk bertani dibebankan pada pemilik lahan atau dengan 
perbandingan penggarap 2:1 pemilik dengan beban pengeluaran 
perlengkapan alat dan bahan untuk bertani dibebankan kepada 
penggarap.  
Pengaturan bagi hasil yang semestinya dituangkan dalam bentuk 
peraturan daerah sebagaimana amanah yang termaktub dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil tepatnya 
pada Bab IV Pembagian Hasil Tanah , Pasal 7 menyatakan bahwa: 
1) Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan 
pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantara tingkat II ditetapkan 
oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang 
bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan 
tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum 
dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan 
adat setempat.  
2) Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan 
keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil-tanah 
yang diambil menurut ayat 1 Pasal ini kepada Badan 
Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
bersangkutan. 
Dalam Pasal lain juga diatur larangan pembebanan pajak terhadap 
penggarap. Tentu melalui aturan tersebut semestinya dapat memberikan 
keringanan dan keadilan terhadap penggarap tanah terkait dengan bagi 
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hasil. Selain itu, Perjanjian bagi hasil seharusnya dilakukan secara tertulis 
sehingga menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Perjanjian 
bagi hasil ini dilakukan di hadapan Kepala Desa dan mendapatkan 
pengesahan dari Camat dimana letak tanah pertanian itu berada. Jangka 
waktu juga dibuat oleh kedua belah pihak dengan ketentuan sawah 
adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan tanah kering sekurang-
kurangnya 5 tahun. Akan tetapi masyarakat dewasa ini kurang 
mengindahkan aturan tersebut. 
Kondisi umum masyarakat sebagaimana yang ditampilkan dalam 
Tabel 5, setiap keluarga terdiri dari 5 anggota keluarga. Jika hanya 
mengandalkan pendapatan sebagai buruh kerja petani, maka tentu saja 
kebutuhan tidak akan terpenuhi. Berikut harga bahan kebutuhan pokok 
sehari-hari yang dikelompokksn ke dalam 2 kelompok besar yakni 
pengeluaran rata-rata perkapita untuk kelompok makanan dan 
pengeluaran rata-rata perkapita untuk bukan makanan. Kelompok 
makanan terdiri dari pengeluaran untuk membeli padi, umbi-umbian, ikan, 
daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, 
minyak dan kelapa hingga mencapai nominal pengeluaran Rp.259.000,- 
per kapita. Sedangkan kelompok bukan makanan terdiri dari perumahan 
dan fasilitas rumah, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, pajak, pungutan 
da asuransi serta keperluan pesta dan upacara memerlukan nominal 
Rp.249.700,-. Jika diakumulasikan mendapatkan hasil Rp.508.700,-
/kapita. Hasil tersebut jika dikalikan dengan 5 anggota keluarga akan 
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menghasilkan Rp.2.543.500,- terhitung pengeluaran keluarga per 
bulannya. Jika dibandingkan dengan penghasilan bagi hasil yang 
diperoleh apabila mengerjakan lahan seluas 1 Ha, maka dapat 
dirumuskan dalam hitungan sederhana sebagai berikut: 
1. Untuk system bagi hasil 50:50 dengan beban pengeluaran ditanggung 
oleh pemilik lahan. 
 Hasil produksi 1 Ha  = Rp19.000.000,- 
 Waktu produksi   = 4 bulan 
 System bagi hasil 50:50 = hasil produksi : 2 
= 19.000.000 : 2 
= 9.500.000,- 
Dengan hasil akhir, untuk mengetahui pengahasilan petani dalam sebulan 
adalah dengan membagi penghasilan keseluruhan dengan waktu produksi 
sehingga menghasilkan Rp.2.375.000 per bulan.  
2. Untuk system bagi hasil dengan perbandingan 2:1 dengan beban 
pengeluaran ditanggung oleh penggarap. 
 Hasil produksi 1 Ha   = Rp.19.000.000,- 
 Biaya produksi 1 Ha   = Rp.2.000.000,- 
 Waktu produksi   = 4 bulan 
 System bagi hasil 2:1  = (hasil produksi 1 Ha : 3) 
  = (19.000.000 : 3) 
     (x) = Rp.6.333.333,- 
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 Untuk mengetahui bagian penggarap adalah dengan mengalikan 
2(x), yakni 2 (6.333.333) = 12.666.666,-. Dengan mendapatkan hasil : 
 (Hasil Produksi – Biaya Produksi)  =  (12.666.666 – 2.000.000) 
                        Waktu Produksi                        4 bulan 
  = 10.666.666 
        4 
  = Rp2.666.666,- 
Hasil tersebut belum merupakan hasil bersih yang dapat diperoleh oleh 
petani, mengingat pembayaran pajak lahan pertanian yang dikelola adalah 
tanggung jawab dari pihak penggarap. Idealnya, untuk mendapatkan hasil 
yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kecil adalah 
diperlukan peran pemerintah dalam hal pemerataan kepemilikan tanah 
pertanian. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, maka diperlukan 
minimal tanah pertanian dengan luas 0,8 Ha untuk setiap petani dengan 
pengahsilan Rp.15.200.000,-. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat 
setiap bulannya dapat terpenuhi. 
 Pengelolaan tanah dengan menggunakan cara perjanjian gadai 
yakni sebanyak 9,3 % dari jumlah petani di 4 Desa/Kelurahan yang 
menjadi lokasi penelitian penulis. Cara yang umum digunakan masyarakat 
adalah dengan membayar sejumlah uang untuk memperoleh tanah untuk 
kemudian dikelola dengan jangka waktu yang disepakati. Salah seorang 
informan penulis yang bernama Abbas memberikan pengalamannya 
mengelola tanah dengan menggunakan cara gadai. 
“Selama saya berprofesi sebagai petani, sudah bermacam-macam 
cara pengelolaan yang pernah saya gunakan, termasuk 
memperoleh tanah dengan cara gadai dengan berbagai ukuran 
sawah. Ukuran sawah terakhir yang saya gadai 1 Ha, itu terdiri dari 
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2 petak sawah. Nominal yang disepakati sebagai tanda jadi gadai 
adalah 50 juta dengan jangka waktu 3 tahun.”38  
 
Penjelasan tambahan yang dikemukakan oleh Bapak Buhari, 
bahwasanya uang yang dibayarkan sebanyak 50 juta tersebut menjadi 
keharusan untuk dikembalikan oleh pemilik tanah selama jangka waktu 3 
tahun. Jangka waktu akan terus diperpanjang seiring kemampuan pemilik 
tanah untuk memabayar. Dengan kata lain, tanah yang menjadi objek 
gadai berfungsi sebagai jaminan kepada pihak yang melakukan gadai. 
Selama pemilik tanah tidak mampu mengembalikan uang, pengelolaan 
dan hasil tanah adalah hak mutlak dari yang melakukan gadai. Terkhusus 
untuk di Kecamatan Sibulue, aturan yang mengharuskan pengembalian 
tanah kepada pemilik tanah apabila jangka waktu melebihi 7 tahun tidak 
diberlakukan oleh masyarakat. Untuk gadai yang belum sampai jangka 
waktu 7 tahun, cara penebusan uang gadai dengan rumus 
 (7+1/2) - waktu berlangsungnya hak-gadai x uang 
gadai 7 
Juga tidak diberlakukan oleh masyarakat, dengan dalih uang yang 
digunakan untuk gadai sebelumnya tetap dihitung sebagai hutang, 
meskipun telah mengambil hasil lahan dalam jangka waktu tersebut. 
 
c) Keadaan Dan Kondisi Klasifikasi Tanah 
Sebagai gambaran umum mengenai kondisi pertanian pada Kecamatan 
Sibulue dapat dijabarkan melalui tabel potensi wilayah Kecamatan Sibulue 
sebagai berikut: 
                                                          
38 Abbas, Wawancara Pribadi, Patani Desa Pattiro Bajo. Senin 27 Februari 2017 
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Tabel 8. Potensi Wilayah Kecamatan Sibulue 
Sumber: Balai Penyuluhan Kecamatan, Kecamtan Sibulue Kabupaten Bone 
Dari tebel yang disajikan oleh Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) 
Sibulue tersebut, dijabarkan bahwa terdapat 3 metode pengairan yang 
No. Nama Desa Luas 
wilayah 
(km2) 
Pengairan 
Tekhnis (Ha) 
Pompa 
Air (Ha) 
Tadah 
Hujan (Ha) 
1. Balieng toa 4,31  75 156,21 
2. Pasaka 5,28   240,30 
3. Bulie 7,83   225,70 
4. Tunreng tellue 8,28  65 247,53 
5. Massenreng Pulu 3,10  178 66,5 
6. Mabbiring 11,30  169 75,50 
7. Malluse Tasi 13,41   324,34 
8. PattiroSompe 16,59   119,50 
9. Pakkasalo 4,65  87 179,20 
10. Pattiro Bajo 4,60 176,89 96,30 97,91 
11. Maroanging 3,81 121,24  78,66 
12. Cinnong 16,29 105,67 75 19,53 
13. Polewali 7,08   315,55 
14. Kalibong 7,52   600,44 
15. Tadang Palie 7,56 150 320 97,20 
16. Ajang Pulu 7,55 99,50  108,20 
17. Letta Tanah 3,36 71,75  178,35 
18. PattiroRiolo 15,40   185,5 
19. Sumpang Minangae 3,31   5,1 
20. Manajeng 4,57 100  183,50 
Jumlah 155,80 825 1665,30 3503,42 
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digunakan masyarakat dalam pertanian, yakni pengairan tekhnis, pompa 
air dan tadah hujan. Ketiga metode tersebut memiliki implikasi yang 
berbeda-beda terhadap penanaman padi. Sebagaimana yang dijelaskan 
oleh Ibu Baeduri selaku Penyuluh Kecamatan Sibulue: 
“Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Kecamatan Sibulue 
menggunakan 3 metode pengairan, yakni pengairan tekhnis (irigasi), 
pengairan dengan pompa air dan pengairan dengan memanfaatkan curah 
hujan (pengairan tadah hujan). Dari ketiga metode pengairan tersebut 
berpengaruh pada kuantitas penanaman dalam periode per tahunnya. 
Apabila menggunakan metode pengairan tekhnis (irigasi) dapat 
melakukan penanaman sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 2 tahun, 
jika menggunakan metode kompanisasi dapat melakukan penanaman 2 
(dua) kali dalam 1 tahun. Sedangkan jika menggunakan metode 
pengairan tadah hujan hanya dapat menanam 1 (satu) kali dalam 1 
tahunnya”39. 
 Sebagai bahan perbandingan tingkat keberhasilan produktifitas 
pertanian saat ini dengan tingkat produktifitas pada tahun 1960-an yakni 
dari segi masa panen. Masyarakat pada tahun 1960-an masih 
menggunakan system anai-anai padi dan masih menggunakan bibit lokal. 
Hal tersebut berdampak pada masa panen padi yang hanya 1 kali dalam 1 
tahun. Dampak lain yang ditimbulkan dengan penggunaan sitem inai-inai 
padi tersebut adalah hasil produksi dalam 1 Ha lahan sawah hanya 
berkisar 3-4 ton. Akan tetapi, meskipun dengan hasil produksi pada tahun 
1960-an tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan yang sekarang, 
kebutuhan masyarakat pada masa itu masih bisa terpenuhi. Sebagai 
bagian dari wawancara penulis dengan ibu Sitti Sanna yang merasakan 
hidup pada era tahun 1960-an, beliau mengatakan bahwa: 
                                                          
39 Baeduri, Wawancara Pribadi, Staf Penyuluh Kecamatan Sibulue, Sabtu 25 Februari 2017. 
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“Kehidupan petani pada tahun 1960 dapat dikatakan dalam kondisi stabil, 
dalam artian tidak dapat dikatakan sejahtera juga tidak dapat dikatakan 
miskin karena pada saat itu keluarga kami yang beranggotakan 11 orang 
masih bisa tercukupi dalam hal kebutuhan pangan selama 1 tahun dengan 
mengelola sawah seluas 1,5 Ha yang terbagi-bagi dalam 4 petak sawah. 
Bahkan pada saat itu, jika hasil panen melimpah, sebagian dari hasil 
panen digunakan untuk barter40 dengan kebutuhan rumah tangga 
lainnya.”41 
Perbedaan paling mencolok adalah tujuan masyarakat dalam 
bertani, pada tahun 1960-an yang dijadikan tujuan utama bertani adalah 
hanya semata-mata untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan 
pangan sehari-hari. Pola pikir tersebut yang mulai mengalami pergeseran 
yang menjadikan profesi petani sebagai alat untuk mencapai kekayaan, 
dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut membuat hasil produksi 
pertanian dijual untuk memenuhi kebutuhan peningkatan strata sosial. 
Dampaknya adalah meskipun produksi pertanian dewasa ini mengalami 
peningkatan, akan tetapi tidak disertai dengan peningkatan taraf hidup 
petani. 
Pada tahun 1984, Kabupaten Bone mengalami Swasembada Pangan 
sebagai hasil dari program Lappo Ase yang berpusat pada Desa Lappo 
Ase yang dicangankan oleh pemerintah Presiden Soeharto pada pada 
tahun 1981 juga berdampak langsung pada produksi pertanian pada 
Kecamatan Sibulue dengan produksi 4-5 ton per Ha.42 Akan tetapi, 
                                                          
40 Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Barter adalah perdagangan dengan saling bertukar 
barang;-- beli kembali system penerapan alih teknologi suatu Negara maju kepada Negara 
berkembang dengan cara menciptakan kapasitas produksi di Negara berkembang yang 
produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh Negara maju. 
41 Sitti Sanna, Wawancara pribadi, Masyarakat Desa Pattiro Bajo, Kamis 20 April 2017 
42 Baeduri, Wawancara Pribadi, Staf Penyuluh Kecamatan Sibulue, Sabtu 19 April 2017 
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swasembada pada tahun 1984 tersebut hanya berlangsung 6 tahun 
setelah masyarakat menggunakan cara bercocok tanam dengan hambur 
langsung yang membuat produksi pertanian kembali menurun. 
Selanjutnya produksi pertanian mulai membaik sejak tahun 2010 hingga 
sekarang. Bahkan, pemerintah mencanangkan produksi padi pada tahun 
ini dengan standar minimal 7 ton per Ha.43 
Apabila mengacu pada Tabel 11, maka produksi pertanian khususnya 
pada Desa Ajang Pulu, Desa Pattiro Bajo, Desa Cinnong serta Kelurahan 
Maroanging dapat dirinci sebagai berikut: 
a) Desa Ajang Pulu dengan system pengairan tekhnis seluas 99,5 Ha 
dalam artian terdapat luas tanah pertanian 99,5 Ha yang periode 
produksi berlangsung sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Jika dirata-
ratakan produksi pertanian di Desa Ajang pulu 6,5 ton per Ha apabila 
menggunakan system pengairan tekhnis, diperoleh Hasil 646,75 ton 
setiap 1 kali panen. Dengan kata lain 1293.5 ton per 1 tahun produksi. 
Pada sisi lain terdapat lahan pertanian dengan luas 108,20 Ha yang 
menggunakan system pengairan tadah hujan. Dimana rata-rata 
produksi jika menggunakan system tadah hujan yakni 5 ton per Ha. 
Hasil yang diperoleh dalam 1 kai produksi adalah 541 ton. 
Dikarenakan pengairan dengan menggunakan system tadah hujan 
hanya dapat digunakan sebagai lahan persawahan 1 kali dalam 1 
tahun, masyarakat Desa Ajang Pulu melakukan usaha intensifikasi 
                                                          
43 Ibid. 
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lahan pertanian dengan mengubah lahan yang sebelumnya 
diperuntukkan sebagai lahan penanaman padi menjadi lahan 
penanaman jagung. Dengan mengacu pada hasil rata-rata yang 
diperoleh pada Kecamatan sibulue adalah 3,35 ton per Ha.44 Apabila 
lahan seluas 108,20 Ha secara serentak ditanami jagung, hasil yang 
dapat diperoleh adalah 362.47 ton. Program lain yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Ajang Pulu melalui instruksi Kepala Desa adalah 
dengan memaksimalkan fungsi halaman rumah untuk pembuatan 
apotik hidup serta penanaman sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. 
b) Desa Pattiro Bajo dengan system pengairan lengkap terdiri dari 
pengairan tekhnis, pengairan pompa air, pengairan tadah hujan. 
Adapun rincian untuk setiap system pengairan sebagai berikut:  
a. Untuk pengairan tekhnis, luas lahan pertanian yang menggunakan 
system ini adalah 176,89 Ha dengan periode produksi 2 kali dalam 
1 tahun, memperoleh hasil 1149.785 ton per 1 kali panen. Dengan 
kata lain 2.299.57 ton dalam jangka waktu 1 tahun.  
b. Pengairan dengan system pompa air mencakup lahan seluas 96,30 
Ha. Rata-rata produksi lahan yang menggunakan system pengairan 
pompa air dalam hitungan per Ha adalah 5,8 Ton.45 Dalam 
hitungan sederhana memperoleh hasil 558,54 setiap 1 kali 
produksi. Mengingat penggunaan system pengairan dengan pompa 
                                                          
44 Badan Pusat Statistik dan Departemen Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten 
Bone. 2016 
45 Bukhari, Wawancara Pribadi,Pemimpin Pertanian Kecamatan. Minggu, 26 Februari 2017 
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air dapat dilakukan panen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, komulasi 
hasil produksi yang diperoleh sebanyak 1117.08 ton per tahun. 
c. Pengairan dengan system tadah hujan dengan daerah 97,91 Ha. 
Masa produksi dengan menggunakan system pengairan ini adalah 
1 kali dalam 1 tahun dengan rata-rata produksi 5 ton per Ha, 
memperoleh hasil 489.55 ton dalam setiap kali panen. 
Salah satu upaya Intensifikasi lahan pertanian yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Pattiro Bajo yakni dengan memanfaatkan sungai 
sebagai sumber air berkelanjutan dengan menggunakan system 
pengairan pompa air. Hal tersebut berdampak pada adanya 
penanaman padi secara berkelanjutan. Upaya lainnya dalam hal 
peningkatan penghasilan masyarakat khususnya untuk lahan yang 
masih menggunakan system pengairan tadah hujan yakni dengan 
menanam buah-buahan, seperti semangka, melon dan timun suri. 
c) Desa Cinnong yang juga menggunakan tiga system engairan pada 
wwilayah pertaniannya. Terdiri dari pengairan tekhnis seluas 105,67 
Ha, pengairan pompa air dengan luas lahan 75 Ha, serta pengairan 
dengan system tadah hujan dengan luas 19,53 Ha.  
a. Pengairan tekhnis dengan periode panen sebanyak 2 kali dalam 1 
tahun menghasilkan 1373,71 ton per tahun. Dengan rincian dalam 
1 kali produksi memperoleh hasil 686,855 ton. 
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b. Pengairan dengan system pompa air dengan mencakup lahan 
seluas 75 Ha dan panen dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun 
memperoleh hasil 510 ton per 1 kali produksi. Dengan kata lain 
hasil yang diperoleh selama 1 tahun adalah 1020 ton. 
c. Pengairan dengan system tadah hujan dengan luas wilayah 
tergolong sempit yakni 19,53 Ha dengan hasil produksi 97,65 Ton  
setiap panennya. 
d) Kelurahan Maroanging dengan luas pengairan tekhnis 121,24 Ha yang 
menghasilkan 1576.12 ton per tahun. Dengan rincian 788,06 setiap 1 
kali  masa panen. System pengairan lain yang digunakan adalah 
system tadah hujan, yakni dengan memanfaatkan musim hujan 
sebagai waktu untuk bercocok tanam. Luas lahan yang menggunakan 
system ini adalah 78,66 Ha dengan rata-rata produksi apabila 
menggunakan system pengairan ini adalah 5 Ton per Ha, memperoleh 
hasil 393,3 ton per tahunnya. 
Produksi pertanian yang melimpah tersebut tidak terlepas dari cara 
bercocok tanam yang unggul dan terbarukan sebagai bagian dari usaha 
pemerintah khsusnya Dinas Pertanian untuk mewujudkan swasembada 
pangan di Kabupaten Bone. 
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C. Peran Aktif Pemerintah Dalam Pelaksanaan Aturan Larangan 
Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Latifundia 
Idealnya, setelah suatu rancangan undang-undang diundangkan 
maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengawasi serta 
melaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam undang-undang 
tersebut. Pemerintah tidak hanya menjadi pengayom untuk masyarakat, 
akan tetapi juga menjadi penentu kinerja keberlakuan aturan. Hal tersebut 
sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 
38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah badan 
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Akan tetapi, Peran aktif 
pemerintah dalam hal penegakan aturan dewasa ini dinilai kurang 
maksimal, terbukti dengan masih banyaknya inti muatan undang-undang 
yang belum terealisasi dengan baik. Sebagai contoh yang menjadi fokus 
kajian penulis dalam penelitian ini adalah mengenai peran aktif 
pemerintah dalam hal melaksanakan amanat Undang-undang No. 56 
Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian. Kondisi yang 
terjadi pada masyarakat adalah pemerintah seolah-olah menyalahartikan 
salah satu asas hukum, yakni asas fiksi hukum. Fiksi hukum adalah asas 
yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure). 
Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus 
sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa 
Latin dikenal pula adagium ignorantia jurist non excusat, ketidaktahuan 
hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan 
78 
 
hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan 
peraturan perundang-undangan tertentu. Dengan adanya asas tersebut 
maka pemerintah dapat berdalih apabila dipersoal mengenai sosialisasi 
tentang aturan, maka berdasarkan asas tersebut sudah seyogyanya 
masyarakat sudah paham akan hukum. 
Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala 
Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Bone Bapak Abidin yang mejelaskan bahwa: 
“Untuk sosialisasi pemerintah (BPN) tidak terfokus pada sosialisasi 
langsung ke masyarakat. Karena setelah diterbitkan undang-
undang kan masyarakat sudah secara otomatis dianggap tahu 
akan aturan tersebut, sehingga pemerintah lebih terfokus pada 
pelayanan penerbitan sertifikat sebagaimana yang saat ini menjadi 
program unggulan yang dicanangkan pemerintahan Presiden 
Jokowi.”46 
Diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Seksi 
Hak Tanah dan Pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Bone Bapak Aprilman Usman yang menjelaskan bahwa: 
“Terkait dengan sosialisasi aturan, memang hingga saat ini Badan 
Pertanahan Nasional masih belum maksimal dalam melakukan 
sosialisasi. Hal tersebut bergantung pada kesiapan anggaran, 
umumnya sosialisasi dilakukan ketika ada proyek nasional dan 
menganggarkan sosialisasi kedalam salah satu program 
kerjanya.”47 
Dampak langsung dengan adanya pembiaran tersebut adalah 
menjadikan masyarakat tidak tahu akan hukum dan tentu dengan 
                                                          
46 Abidin, Wawancara Pribadi, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan  Pertanahan, Senin  24 
Oktober 2016. 
47 Aprilman Usman, Wawancara Pribadi, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Rabu !9 
April 2017 
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ketidaktahuan tersebut pelaksanaan aturan yang seharusnya demi 
kemakmuran rakyat terkendala pada sosialisasi pemerintah. Mayoritas 
informan yang penulis temui ketika melakukan wawancara tidak 
mengetahui adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara 
Latifundia. Salah satunya Bapak Akib, petani berumur 50 tahun yang 
berdomisili di Desa Ajang Pulu yang mengungkapkan rasa syukurnya 
setelah penulis menjelaskan tentang adanya larangan kepemilikan tanah 
pertanian secara Latifundia Sebagai berikut: 
“Syukur Alhamdulillah kalau memang benar ada aturan seperti itu, 
selama ini saya pribadi belum pernah mendengar ada larangan dari 
pemerintah. petani kecil seperti kami memang membutuhkan 
batuan dari pemerintah, walaupun selama ini memang ada subsidi 
bibit dan pupuk dari pemerintah melalui kelompok tani. Tapi, tentu 
akan berbeda hasinya jika tanah yang dikelola adalah tanah milik 
sendiri. Dengan kata lain hasil yang didapatkan adalah murni milik 
pribadi”48. 
Pembiaran terhadap penguasaan tanah berlebih pun juga terjadi 
pada tingkat Pemerintah Desa, salah satu yang memberikan 
tanggapannya terhadap penguasaan tanah adalah Kepala Desa Pattiro 
Bajo, Bapak Muhammad Akiel. Beliau berpendapat bahwa : 
“Kalau saya melihat, penguasaan/kepemilikan tanah pertanian 
melebihi batas itu tidak menjadi permasalahan yang serius karena 
itu dikembalikan kembali kepada kemampuan masyarakat untuk 
membeli tanah. Apabila dia mampu tidak masalah, itu malah akan 
memabantu dalam hal pengoptimalan kinerja dari tanah pertanian 
tersebut dan berdampak langsung pada pendapatan daerah melalu 
pemungutan pajak”49. 
Dampak akhir dari pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah adalah 
adanya penguasaan tanah secara Latifundia. 
                                                          
48 Akib, Wawancara Pribadi, Petani Penggarap, Minggu 25 Desember 2016. 
49 Muhammad Akiel, Wawancara Pribadi, Kepala Desa Pattiro Bajo, 25 Oktober 2016. 
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Tabel 9. Penguasaan Tanah Pertanian Secara Latifundia 
No
. 
Nama  Alamat Cara 
peralihan 
hak Tanah 
Jumlah 
Penguasaan 
Tanah (Ha) 
Dasar Hak Atas 
Tanah 
1. Yunus 
Rachimi 
Sugiale Warisan, 
jual beli dan 
gadai 
18,26 Ha Sertifikat dan 
sertifikat belum balik 
nama 
2. H. Deppagiling Tadang palie Jual beli 12,5 Ha Sertifikat belum balik 
nama 
Bukti penguasaan 
fisik 
3. H. Andu Tadang palie Warisan dan 
jual beli 
12 Ha Sertifikat atas nama 
orang tua dan 
sertifikat belum balik 
nama 
Bukti penguasaan 
fisik 
4. H. Cemma Letta Tanah Jual beli dan 
gadai 
12 Ha Sertifikat belum balik 
nama 
Bukti penguasaan 
fisik 
5. Banggai B. 
Darise 
Ajang Pulu Jual beli  10,74 Ha Sertifikat dan 
sertifikat belum balik 
nama 
Bukti penguasaan 
fisik 
6. H. Bukhari Letta tanah Jual beli 10 Ha Sertifikat 
7. Saleha B. 
Pallewa 
Ajang Pulu Jual beli dan 
gadai 
12,2 Ha Sertifikat dan 
sertifikat belum balik 
nama 
Bukti penguasaan 
fisik 
8. H. Subaere B. 
Ummareng 
Ajang Pulu Warisan dan 
jual beli 
16,1 Ha Sertifikat  
9. Munnahuna B. 
Hattasse 
Ajang Pulu Jula beli dan 
gadai 
15,2 Ha Sertifikat belum balik 
nama  
Bukti penguasaan 
fisik 
Sumber: Data Primer 2017 
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Berdasarkan data primer tersebut, dapat dilihat bahwasanya 
masyarakat yang menguasai tanah pertanian melebihi batas maksimum 
secara keseluruhan memiliki sertifikat atas tanah yang dimiliki. Akan tetapi 
7 dari 9 responden masih menjadikan sertifikat atas nama pemilik tanah 
sebelumnya sebagai dasar kepemilikan atas tanah. Suatu bentuk ketidak 
taatan hukum yang menambah semakin susah terwujudnya tertib 
administrasi pada Badan pertanahan Nasional khususnya BPN Kabupaten 
Bone. Alasan yang umumnya disampaikan oleh masyarakat yang enggan 
untuk melakukan balik nama pada sertifikat tanah yang dimiliki adalah 
karena proses yang harus dilalui berbelit-belit dan memakan biaya. 
Penyebab lainnya adalah kebiasaan masyarakat yang melakukan 
hubungan hukum dengan sesama mayarakat dengan dilandasi dengan 
rasa percaya antar yang satu dengan yang lain. Hubungan hukum yang 
hanya dilandasi dengan rasa percaya yang umum dilakukan oleh 
masyarakat adalah seperti perjanjian jual beli tanah, gadai tanah 
pertanian, hingga perjanjian bagi hasil. Apabila mengacu pada tabel 
diatas, terdapat 4 orang yang memperoleh tanah pertanian melalui gadai. 
Akan tetapi, tidak seorang pun yang memiliki surat perjanjian gadai tanah. 
Salah satu celah untuk kepemilikan tanah pertanian yang melebihi 
batas maksimum tidak diketahui oleh pemerintah adalah dengan tidak 
mendaftarkan atau melakukan balik nama terhadap tanah yang diperoleh 
melalui jual beli.  Dengan cara tersebut, data yang tertera pada Badan 
Pertanahan Nasional tetap menggunakan nama pemilik tanah 
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sebelumnya. Proses transaksi di maksyarakat hanya menggunakan akta 
jual beli tanah yang ditandatangani oleh kepala Desa dan 2 orang saksi 
sebagai bentuk pengesahan peralihan hak atas tanah. 
 Pendapat pemerintah terkait dengan kepemilikan tanah pertanian 
secara Latifundia: 
“Kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia pada dasarnya 
bersumber pada tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri, Badan 
pertanahan Nasional Tidak Memiliki kewenangan untuk 
mengeksekusi lahan milik masyarakat apabila tanah tersebut belum 
terdaftar sebagai tanah milik yang bersangkutan, peran pemerintah 
sebagai pengawas dapat dilaksanakan apabila tanah yang melebihi 
batas maksimum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. 
Setelah didaftarkan, barulah pihak BPN memiliki kewenangan 
untuk mengukur tanah yang bersangkutan. Apabila tanah yang 
bersangkutan melebihi batas maksimum, diberikan teguran secara 
tertulis terlebih dahulu beserta perintah untuk mengalihkan kepada 
pihak lain dengan cara tidak menyalahi ketentuan perundang-
undangan. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada masyarakat yang 
mendaftarkan tanah yang melibihi batas maksimum.”50  
 Meskipun pembatasan luas tanah pertanian menjadi bagian dari 
ruang lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional, hingga saat ini belum 
dapat terlaksana dengan baik. Yang menjadi faktor penghambat kinerja 
BPN Kabupaten Bone adalah terkait dengan pemetaan dan data base 
pertanahan yang belum lengkap. Akan tetapi, sebagai langkah persuasif 
pemerintah dalam mengahadapi kepemilikan tanah pertanian yang 
melebihi batas maksimum, dibentuk kelompok masyarakat sadar tertib 
pertanahan yang memiliki tupoksi kerja mengawasi pelaksanaan aturan 
perundang-undangan seperti kepemilikan tanah pertanian secara 
absentee, kepemilikan tanah secara Latifundia, tanah tidak bersertifikat, 
                                                          
50 Ibid.Wawancara Pribadi, Aprilman Usman. 
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pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam 
lingkup Kecamatan.51 Melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar 
Tertib Pertanahan tersebut, diharapkan akan memberikan sumbangsi 
yang lebih akurat menganai data-data kepemilikan tanah khususnya di 
Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. 
Adapun pemabagian alas hak penguasaan atas tanah  beserta luasnya 
dapat dilihat melalui tabel berikut: 
Tabel 10. Alas Hak Penguasaan Atas Tanah 
No. Nama  Alas Hak Jumlah Penguasaan 
Tanah (Ha) 
1. Yunus Rachimi  Hak Milik  
 Gadai 
 15,1 Ha 
 3,16 
2. H. Deppagiling  Hak Milik  12,5 Ha 
3. H. Andu  Hak Milik  12 Ha 
4. H. Cemma  Hak Milik 
 Gadai 
 10,4 Ha 
 1,6 Ha 
5. Banggai B. Darise  Hak Milik  10,74 Ha 
6. H. Bukhari  Hak Milik  10 Ha 
7. Saleha B. Pallewa  Hak Milik 
 Gadai 
 11,6Ha 
 0,6 Ha 
8. H. Subaere B. Ummareng  Hak Milik  16,1 Ha 
9. Munnahuna B. Hattasse  Hak Milik 
 Gadai 
 11,7 Ha 
 3,5 Ha 
Sumber: Data Primer 2017 
Berdasarkan data yang penulis peroleh, masyarakat yang memiliki tanah 
pertanian secara Latifundia secara keseluruhan dikuasai dengan alas hak 
milik. Baik hak yang diperoleh melalui jual beli maupun warisan. Terdapat 
3 orang yang memperoleh tanah melalui warisan dan 2 diantaranya telah 
                                                          
51 Ibid.Wawancara Pribadi, Aprilman Usman. 
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melakukan proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional serta 1 
orang masih menggunakan nama orang tua pada sertifikat tanahnya. 
D. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penguasaan Tanah Pertanian 
Secara Latifundia 
A. Faktor regulasi 
Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang larangan 
kepemilikan tanah pertanian pertanian secara Latifundia  adalah undang-
undang nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan 
Pertanian, kemudian diatur secara lebih rinci dalam Perturan Pemerintah 
No. 224 Tahun 1961 Tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian yang 
diubah dan ditambah dalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964. 
Pengaturan terakhir mengenai larangan kepemilikan tanah pertanian 
secara Latifundia termuat dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Tentu melalui 
Peraturan Menteri tersebut, alasan tidak memberlakukan aturan yang 
disebabkan karena aturan yang sudah lama tidak dapat digunakan lagi. 
Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah subtansi yang termuat 
dalam Peraturan Menteri tersebut tidak mencerminkan nilai kebaharuan 
jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya pada tahun 1960. Hanya 
saja yang berbeda pada Peraturan Menteri tersebut adalah luas wilayah 
pertanian yang dapat dikuasai oleh masyarakat. Ketimpangan terjadi 
ketika jumlah luas tanah pertanian di Indonesia yang semakin berkurang 
dan jumlah petani semakin bertambah disertai dengan penambahan luas 
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tanah yang dapat dikuasai oleh orang perorangan melalui Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 tahun 2016 tersebut. 
Selain faktor ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil  
melalui penambahan luas wilayah pertanian yang dapat dikuasai secara 
perorangan, hal lain yang membuat aturan laranagan kepemilikan tanah 
pertanian secara Latifundia tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya 
adalah tidak adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap penguasaan 
tanah pertanian secara Latiundia. Hal tersebut sejalan dengan apa yang 
dikemukakan oleh Kepala Desa Pattiro Bajo, Bapak Muhammad Akiel 
beliau berpendapat bahwa : 
“Salah satu penyebab kenapa masyarakat berlomba-lomba untuk 
memiliki tanah tanpa menghiraukan ada aturan yang melarang atau 
tidak adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar. 
Hingga saat ini, sejak saya menjabat sebagai kepala Desa, saya 
belum pernah mendengar ada tanah masyarakat saya yang 
diproses oleh pihak Badan Pertanahan karena melibihi batas 
maksimum”52. 
Gambaran lain mengenai pengaturan pertanahan khususnya pada 
Kabupaten Bone, yakni tidak terdapat peraturan daerah yang mengatur 
mengenai penguasaan tanah pertanian, sehingga dalam teknis 
pelaksanaannya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 56 Prp 
Tahun 1960. Hal tersebut berdampak pada tidak meratanya penguasaan 
tanah pertanian di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Sibulue. 
 
 
                                                          
52 Op.Cit. Muhammad Akiel, Wawancara Pribadi. 
86 
 
B. Faktor Pemerintah 
Selain pengaturan yang tidak berbasiskan pada kebutuhan 
masyarakat, menurut penulis faktor pemerintah tidak kalah andil dalam 
kesemrautan kepemilikan tanah pertanian di Indonesia. Adanya kesan 
pembiaran kerap dilontarkan masyarakat sebagaimana yang disampaikan 
oleh seorang petani atas nama Syarifuddin. Beliau mengatakan dalam 
wawancara penulis ketika penulis bertanya tentang peran pemerintah 
dalam hal pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian melebihi 
batas maksimum: 
“Bagaimana mau terlaksana aturannya kalau pemerintah saja tidak 
pernah lihat bagaimana kondisi masyarakat. Tidak pernah survey 
langsung di Desa-Desa. Apakah ada masyarakatnya yang memiliki 
tanah berlebih atau tidak? Pemerintah Desa pun yang seharusnya 
menjadi pengawas dalam lingkup Desa, tidak menjadikan 
penguasaan tanah berlebih sebagai fokus utama. Bahakan bisa 
saja tidak dianggap sebagai masalah dalam masyarakat, padahal 
apabila aturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka 
saya yakin kesejahteraan petani akan meningkat”53. 
Bukti lain adanya pembiaran adalah tidak lengkapnya data 
administratif, baik pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone 
maupun pemerintah tingkat Kecamatan dan Desa. Hal tersebut juga 
merupakan salah satu kendala penulis dalam mengumpulkan data, 
sehingga metode yang digunakan lebih banyak wawancara. 
Kompleksnya permasalahan penguasaan tanah secara berlebih 
tidak terlepas dari tidak terlaksananya fungsi pemerintah dalam 
sosisalisasi aturan. Setidaknya pendapat dari Bapak Hadrawi yang 
                                                          
53 Syarifuddin, Wawancara Pribadi, Petani, Sabtu 24 Desember 2016. 
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mengaminkan hal tersebut ketika penulis menanyakan tanggapan beliau 
terhadap pemberlskusn aturan khususnya Undang-undang Nomor 56 Prp 
Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2016 yang materi 
muatannya berkaitan dengan penetapan luas maksimum penguasaan 
tanah pertanian. 
“Jika ditanyakan tentang efektif atau tidaknya untuk dilaksanakan, 
mungkin saya tidak bisa berkomentar banyak karena ini aturan 
untuk pertama kalinya saya dengar melalui ananda, sebelumnya 
tidak ada sosialisasi terkait dengan adanya aturan penetapan luas 
penguasaan tanah pertanian. Mungkin saja pengaruh undang-
undangnya yang sudah terlalu tua, makanya pelaksanaan 
sosialisasi sudah tidak lagi dilakukan”54. 
Selain beberapa permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, 
tupoksi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah juga masih menjadi hal 
yang patut untuk dipertanyakan. Mengingat kondisi yang dihadapi penulis 
saat melakukan penelitian sangat dipengaruhi oleh ketidakjelasan dari 
tupoksi kerja pemerintah. Sebagi contoh permasalahan data pertanahan, 
apakah menjadi tanggung jawab secara sepenuhnya oleh Badan 
Pertanahan Nasional, ataukah untuk hal yang berkaitan dengan data 
masyarakat secara terperinci merupakan tupoksi dari pemerintah Desa 
dan/atau Kecamatan. Akan tetapi, kondisi yang penulis dapatkan adalah 
pihak pemerintah saling lempar tanggung jawab dan berakhir pada tidak 
lengkapnya data yang penulis dapatkan. 
 
                                                          
54 Hadrawi, Wawancara Pribadi, Bekas Pemimpin Pertanian Kecamatan, Minggu 29 Februari 
2017. 
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C. Faktor Masyarakat 
Keberadaan masyarakat yang menjadi objek untuk disejahterakan 
melalui alat perundang-undangan kerap kali tidak berjalan dengan baik 
disebabkan karena faktor yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. 
Terlepas dari segala ketimpangan pada bidang pemerintah dan aturan, 
masyarakat juga berkontribusi lebih terhadap tidak tercapainya tujuan 
yang dicanangkan dalam undang-undang. Hal pokok yang pada umumnya 
dilakukan oleh masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai 
aturan. Data yang penulis dapatkan dimuat dalam tabel berikut: 
Tabel 11. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Aturan Penetapan 
Batas Maksimum Penguasaan Tanah Pertanian. 
No. Nama 
Desa/Kelurahan 
Jumlah Petani Jumlah 
Tahu Tidak tahu 
1. Maroanging 1 Orang 9 Orang 10 Orang 
2. Pattiro Bajo 1 Orang 9 Orang 10 Orang 
3. Cinnong - 10 Orang 10 Orang 
4. Ajang Pulu - 10 Orang 10 Orang 
Jumlah 2 Orang 38 orang 40 Orang 
Sumber: Data Primer yang diolah 
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 95% responden tidak 
mengetahui adanya aturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara 
Latifundia, salah satu bukti bahwa sosialisasi peraturan tidak pernah 
dilakukan. Selain itu factor lain adalah kesadaran terhadap pelaksanaan 
aturan. Dengan segala dalih masyarakat sudah mampu mencari celah dari 
suatu aturan. Salah seorang informan penulis bernama Rahmawati 
menyampaiakan bahwa keberadaan aturan hanyalah sebagai formalitas 
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belaka, bukan sebagai hal yang wajib untuk ditaati. Tentu merupakan ironi 
masyarakat yang tidak tercerdaskan melalui perkembangan teknologi. 
Salahsatu cara yang kerap informan tersebut gunakan untuk mengelabui 
pemerintah terhadap larangan penguasaan tanah pertanian secara 
berlebih adalah dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah yang dimiliki. 
“Pemerintah akan mengetahui penguasaan tanah yang saya 
lakukan  apabila saya mendaftarkan tanah yang saya miliki, 
terlepas dari itu tidak akan terdeteksi oleh pemerintah karena 
hingga saat ini pemerintah tidak melakukan pengawasan langsung 
terhadap masyarakat. Pun kemungkinan terburuk yang saya 
dapatkan apabila penguasaan saya diketahui oleh pemerintah 
adalah tanah saya diambil dengan gantikerugian oleh pemerintah. 
Bukan merupakan sesuatu hal yang memalukan jika sanksi yang 
saya dapatkan hanya sebatas itu”55. 
Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat dewasa ini 
akan tunduk dan patuh terhadap aturan apabila sanksi yang ditetapkan 
bagi pelanggar tergolong berat. Menurut hemat penulis, idealnya untuk 
pengaturan larangan penguasaan tanah berlebih selanjutnya dapat 
disertai dengan sanksi yang tegas. 
Selain itu, faktor kepemilikan tanah secara turun temurun yang berlaku 
dalam masyarakat juga merupakan faktor penunjang kepemilikan tanah 
pertanian secara berlebih. Dengan dalih untuk tetap mempertahankan apa 
yang menjadi tradisi masyarakat, larangan kepemilikan tanah pertanian 
secara berlebih umumnya dikesampingkan. Sejalan dengan tanggapan 
Mallawi Daeng Matteru mengenai tanah warisan: 
                                                          
55 Rahmawati,Wawancara Pribadi, Masyarakat Desa Ajang Pulu. Sabtu 29 Oktober 2016. 
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“Walaupun ada aturan pemerintah yang melarang kepemilikan 
tanah pertanian secara berlebih dan mengharuskan kami untuk 
melaporkan kelebihan tanahnya kami, itu menurut kami mustahil 
untuk dilakukan. Oleh karena tanah kami adalah umumnya adalah 
tanah yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga 
walaupun pemeritah ingin mengambilnya dengan ganti kerugian, 
kami tetap akan menolak dengan dasar ini tanah turun-temurun 
yang akan terus kami lanjutkan untuk anak-anak kami kelak”56. 
Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwasanya kebiasaan yang 
telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat juga kerap menjadi 
penghambat pelaksanaan aturan. Faktor lainnya yaitu ingin 
mempertahankan eksistensi strata sosial dengan symbol penguasaan 
tanah yang luas meskipun telah melanggar batasan maksimum 
penguasaan tanah. 
  
                                                          
56 Mallawi Daeng Matteru, Wawancara Pribadi. Masyarakat Pattiro Bajo, Rabu 26 Oktober 2017. 
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BAB V 
PENUTUP 
B. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian penulis, maka penulis 
dapat menyimpulkan ke dalam beberapa poin beikut: 
a. Penggunaan kepadatan penduduk sebagai bahan perbandingan 
dalam penetapan tipe wilayah dan maksimum penguasaan tanah 
pertanian sudah tidak cocok untuk digunakan, mengingat 
pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sangat pesat dan 
ketersediaan tanah pertanian semakin terbatas.  
Selain itu penetapan batasan maksimum penguasaan tanah 
berdasarkan Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan 
Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang Nomor 18 tahun 2016 
tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat ditinjau dari segi 
ekonomi dan struktur sosial masyarakat. 
b. Peran aktif pemerintah dalam pelaksanaan aturan larangan 
kepemilikan tanah pertanian secara Latifundia tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Dapat dilihat pada masih adanya 
penguasaan tanah berlebih dimasyarakat khususnya pada 
Kecamatan Sibulue. Tidak adanya sosialisasi aturan merupakan 
pokok permasalahan sehingga larangan kepemilikan tanah 
pertanian secara Latifundia tidak dapat  terealisasi dengan baik. 
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c. Pandangan serta keinginan masyarakat terkait dengan penguasaan 
tanah adalah diharapkan adanya peran pemerintah dalam 
mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah pertanian khususnya 
Pada Kecamatan Sibulue demi terciptanya masyarakat yang 
sejahtera. 
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan tanah secara 
Latifundia dapat dilihat dari 3 (tiga) faktor. Yakni faktor aturan 
(regulasi), faktor pemerintah yang tidak menjaankan fungsi dengan 
baik serta faktor yang besumber dari masyarakat itu sendiri. 
C. Saran  
Sebagai langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi segala 
permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah pertanian secara 
Latifundia dapat dituangkan ke dalam bentuk poin berikut: 
1. Regulasi 
Perlu adanya pembaharuan segala aturan pertanahan secara umum 
dan terkhusus pada pengaturan/penetapan penguasaan luas lahan 
pertanian yang disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk, 
ketersediaan tanah serta tingkat kebutuhan masyarakat sebagai 
penunjang pertumbuhan ekonomi, demi tercapainya kesejahteraan. 
Selain itu, diharapkan perubahan aturan dapat merefleksikan tingkat 
kebutuhan masyarakat yang akan datang sehingga meskipun aturan 
telah lama diundangkan, aturan tetap relevan untuk diberlakukan. 
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2. Pemerintah 
a) Pemerintah sebagai pelaksana sekaligus pengawas pelaksanaan 
aturan hendaknya saling bekerjasama, baik antara Badan 
Pertanahan Nasional maupun instansi terdekat dengan masyarakat 
yakni Pemerintah Kecamatan/Desa untuk menyajikan data seputar 
kepemilikan tanah, demi tercapainya tertib administrasi dan bahan 
rujukan pelaksanaan aturan perundang-undangan. Misalnya data 
penguasaan tanah oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan fungsi 
lain yakni penyambung lidah undang-undang lebih dioptimalkan 
melalui sosialisasi aturan langsung kepada masyarakat, sehingga 
masyarakat juga tidak buta akan aturan (hukum). 
b) Pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan dalam hal 
pembentukan peraturan daerah yang mengatur lebih rinci mengenai 
larangan kepemilikan tanah pertanian secara berlebih serta 
menetapkan batasan minimum dan menetapkan maksimum luas 
penguasaan tanah pertanian dengan menggunakan pertimbangan 
tingkat pertumbuhan penduduk, luas lahan pertanian serta tingkat 
kebutuhan masyarakat. 
c) Demi tercapainya tujuan undang-undang hingga pada tingkat 
Desa/Kelurahan, perlu kiranya dibentuk panitia pengawas 
pelaksanaan aturan pertanahan yang memiliki tupoksi khusus pada 
bagian pertanahan. Sehingga tidak tumpang tindih dengan kinerja 
pemerintah Desa. 
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d) Langkah konkret yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan lahan pertanian adalah dengan langkah 
ekstensifikasi lahan. Yakni dengan mengoptimalkan lahan yang 
sebelumnya tidak produktif menjadi lahan pertanian yang produktif. 
3. Masyarakat 
Masyarakat sebagai subjek pelaksana aturan, maka seyogyanya 
tingkat kesadaran masyarakat lebih ditingkatkan. Kebutuhan akan 
tanah lebih ditekankan pada hal-hal yang bersifat kebutuhan mendasar 
dan mengesampingkan kepentingan pribadi khusunya dalam hal 
penguasaan tanah pertanian demi tercapainya masyarakat sejahtera 
secara merata dan menyeluruh. Selain itu, koordinasi antara 
masyarakat dengan pemerintah khusnya terkait dengan kepemilikan 
lahan dilakukan secara intensif demi tercapainya tertib administrasi. 
Sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan 
pendapatan ekonomi, sebaiknya masyarakat lebih inovatif dalam hal 
pengelolaan lahan. Salah satu cara yang dapat digunakan dengan 
menggunakan konsep lahan terpadu atau mina padi. Yakni suatu 
system penanaman yang memadupadankan budidaya padi dengan 
peternakan ikan yang dilakukan dalam lahan yang sama. 
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